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. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaturan tentang pangan tertuang dalam Undang-undang No.7 Tahun
1996, yang menyatakan juga bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar
manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Pemenuhan
pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bank Dunia (2006) menyatakan
bahwa perbaikan gizi merupakan suatu investasi yang sangat menguntungkan.
Setidaknya ada tiga alasan suatu negara perlu melakukan intervensi di bidang
gizi. Pertama, perbaikan gizi memiliki ‘economic returns’ yang tinggi; kedua,
intervensi gizi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi; dan ketiga, perbaikan
gizi membantu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas

kerja, pengurangan hari sakit, dan pengurangan biaya pengobatan.

Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan
pangan yaitu : “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata dan terjangkau”. Definisi ketahanan pangan ini secara luas, diartikan
bahwa : (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, yang
diartikan dengan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang
berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas
karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang
bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, (2) terpenuhinya pangan
dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan
benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia, serta aman dari kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan
kondisi yang merata, yang diartikan bahwa pangan harus tersedia setiap saat
dan merata di seluruh tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi
terjangkau, yang diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga

yang terjangkau

Upaya-upaya untuk menjamin kecukupan pangan dan gizi serta
kesempatan pendidikan tersebut akan mendukung komitmen pencapaian

Millenium Development Goals (MDGs), terutama pada sasaran-sasaran: (1)
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menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk
semua; (3) menurunkan angka kematian anak; dan (4) meningkatkan kesehatan
ibu pada tahun 2015. Komitmen global lain sebagai landasan pembangunan
pangan dan gizi adalah: The global Strategy for Health for All 1981, The World
Summit for Children 1990, The Forty-eight World Health Assembly 1995, World
Food Summit 1996 dan Health for All in the Twenty-first Century 1998.

Sejalan dengan sistem otonomi, pemerintah propinsi, pemerintah
kabupaten/ kota dan atau pemerintah desa sesuai kewenangannya, menjadi
pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan
ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, penyelenggaraan
ketahanan pangan di daerah mengacu pada arah kebijakan, strategi, dan
sasaran ketahanan pangan nasional serta pedoman, norma, standart dan kriteria
yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus
dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan pangan
nasional. Keberhasilan Ketahanan Pangan di Jawa Timur sebagai wilayah
yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan
nasional. Oleh karena itu pemerintah Jawa Timur harus terus berupaya memacu
pembangunan ketahanan pangan melalui program—program yang benar-benar
mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan Jawa
Timur secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan
efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-
program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu
(integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan
(sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaan program-program
pembangunan dalam rangka ketahanan pangan dapat diarahkan dengan benar,
dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi
keberhasilannya. Berdasarkan kenyataan ini penyusunan Kebijakan operasional
ketahanan pangan (KOKP) perlu dilakukan dan dijadikan dokumen operasional
yang secara terpadu menyatukan pembangunan ketahanan pangan dalam
rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan

bangsa dan negara. Dokumen KOKP disusun sebagai acuan pelaksanaan
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program ketahanan pangan bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan
masyarakat, yang memiliki tanggung jawab melakukan upaya perbaikan

ketahanan pangan rumah tangga

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan umum . Kebijakan operasional ketahanan pangan Propinsi Jawa

Timur disusun untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi

stakeholders (instansi pemerintah, swasta, BUMN/ BUMD, perguruan tinggi,

petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa) serta masyarakat
pada umumnya untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal
dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur.

Tujuan khusus

1. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan
masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan ketahanan pangan
daerah.

2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan
gizi di setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan
masalah pangan dan gizi; (i) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai
kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga
pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi
pembangunan pangan dan gizi.

3. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan secara terpadu
untuk diimplementasikan karena terinci dengan jelas untuk membangun
sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan,
implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing
dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang

berkelanjutan pada propinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten/kota.

1.3. Ruang lingkup dan kerangka Kerja

Kebijakan Opresonal Ketahanan Pangan ini meliputi startegi dan langkah
konkrit yang akan dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan
meningkatkan status gizi masyarakat, yang tercermin pada tercukupinya
kebutuhan pangan baik jumlah, keamanan, dan kualitas gizi yang seimbang di



Dewan Ketahanan Pangan Jawa Timur 4

tingkat rumah tangga. KOKP ini , komitmen pencapaian MDGs, serta dokumen-
dokumen kebijakan pembangunan nasional lain di bidang pangan dan gizi
seperti  Kebijakan Umum Ketahanan pangan nasional 2005 — 2009 dan juga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Propinsi Jawa
Timur 2006 — 2008, arahan presiden pada April 2006 serta komitmen seluruh
Gubernur pada pada desember 2006.

Substansi dasar yang diuraikan dalam dokumen ini adalah pembahasan
tentang konsep dasar ketahanan pangan, Keragaan Ketahanan Pangan di Jawa
Timur, masalah strategis pembangunan ketahanan pangan yang meliputi potensi,
permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan ketahanan pangan
propinsi jawa Timur, Kebijakan Ketahanan pangan yang berisi arah, tujuan,
sstartegi umum dan Kkebijakan umum. Selanjutnya dirumuskan kebijakan
operasional dan rencana aksi ketahanan pangan jawa Timur 2007 — 2009 yang
dilengkapi matrik yang berisi kegiatan, target serta indikator keberhasilannya.

1.4. Proses Penyusunan

Penyusunan Kebijakan operasional ketahanan pangan dilakukan oleh
Tim Dewan Ketahanan Pangan Jawa Timur. Konsep awal dokumen ini dibahas
dalam berbagai diskusi yang melibatkan unsur lembaga pemerintah, perguruan
tinggi, swasta, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan lainnya. Tahap terakhir proses penyusunan Kebijakan
operasional ketahanan pangan propinsi Jawa Timur adalah diskusi internal
instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pembentukan formal dokumen ini

menjadi suatu kebijakan operasional ketahanan pangan di propinsi Jawa Timur.
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II. KONSEP DASAR KETAHANAN PANGAN

2.1. Landasan Hukum Ketahanan Pangan

Landasan hukum penyusunan Kebijakan operasional ketahanan pangan
Jawa Timur adalah :
UU NO. 7 TAHUN 1996 tentang Pangan
PP No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan
PP 28 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan
Perpres No 83 tahun 2006 tentang Dewan ketahanan pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 — 2009
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Propinsi
Jawa Timur 2006 - 2008
7. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (pencanangan oleh

o g ks W

Presiden tanggal 11 Juni 2005), termasuk Kebijakan dan Program
pembangunan Ketahanan Pangan
8. Kebijakan umum Ketahanan Pangan 2006-2009
9. Arahan peresiden pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan tanggal
18 April 2006
10. Komitmen Gubernur pada 20 Novevember 2006
11. PP No 3 tahun 2007 tentang pertanggungan jawab Gubernur, bupati/
walikota
12. PP No 38 tahun 2007 bahwa Ketahanan pangan menjadi urusan wajib
pemerintah propinsi, kab/kota
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 mengamanatkan pembangunan
pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama
masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. UU
Nomor 7 tahun 1996 menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen
serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Undang-Undang tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan pemerintah
(PP) antara lain : (i) PP Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang
mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan
penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta
masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan kerjasama internasional,
(i) PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur
pembinaan dan pengawasan di bidang label dan iklan pangan dalam rangka
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menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab; dan (iii) PP
Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan,
pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan
pembinaan serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan
gizi pangan.

Disamping mengacu pada berbagai dokumen hukum nasional tersebut,
pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada komitmen
bangsa Indonesia dalam kesepakatan dunia. Indonesia sebagai salah satu
anggota PBB (United Nation Organisation) menyatakan komitmen untuk
melaksanakan aksi-aksi mengatasi kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan
dunia. Kemiskinan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi World food
Summit 1996 dan ditegaskan kembali dalam World food Summit: five years later
2001, serta Millenium Development Goals tahun 2000, untuk mengurangi angka
kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan dunia sampai setengahnya di tahun
2015.

Beberapa konvensi internasional yang memuat komitmen bangsa
Indonesia terhadap pembangunan di bidang pangan, gizi dan kesehatan antara
lain adalah : (i) Deklarasi universal tentang hak asasi manusia (Universal
Declaration of Human Rights) tahun 1948 yang menyatakan bahwa hak atas
pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia; (ii)
Konvensi Internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya (ECOSOC) tahun
1968, yang mengakui hak setiap indvidu atas kecukupan pangan dan hak dasar
(asasi) untuk terbebas dari kelaparan; (iii) konvensi tentang hak anak
(International Convention on the Right of Child) yang salah satu itemnya
menyatakan bahwa negara anggota mengakui hak asasi dari setiap anak kepada
standart kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral
dan sosial anak, juga mengakui hak anak untuk emndapatkan gizi yang baik.

Mengacu pada berbagai dokumen hukum serta kesepakatan nasional
maupun internasional, maka pemerintah Indonesia menyusun Rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) 2005 -2009 yang dituangkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, serta dokumen revitalisasi pertanian,
perikanan dan kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan Presiden pada tanggal
11 Juni 2005. Kedua dokumen hukum tersebut memuat kebijakan dan program
pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan. Peraturan pemerintah PP
No 3 tahun 2007 tentang pertanggungan jawab Gubernur, bupati/walikota
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dimana Gubernur, bupati/walikota wajib melaporkan tentang pembangunan
ketahanan dan PP No 38 tahun 2007 bahwa Ketahanan pangan menjadi
urusan wajib pemerintah propinsi, kab/kota. Berdasarkan kedua peraturan
pemerintah tersebut jelas secara tegas bahwa Ketahanan pangan menjadi
urusan wajib bagi pemerintah propinsi, kabupaten/kota.

2.2. Sistem Ketahanan Pangan

Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi
ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah
maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sementara USAID (1992)
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai :"A condition when all peoples at all
times have the physical and economical access sufficient to meet their dietary
needs in order to lead a healthy and productive life”. Perbedaan mendasar dari
dua definisi “ketahanan pangan” tersebut adalah: pada UU No 7/1996
menekankan pada ketersediaan, rumah tangga dan kualitas (mutu) pangan.
Sedangkan pada definisi USAID menekankan pada konsumsi, individu dan
kualitas hidup.

FAO (1997) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana
semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk
memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan dimana rumah
tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Hal ini
berarti konsep ketahanan pangan mencakup Kketersediaan yang memadai,
stabilitas dan akses terhadap pangan-pangan utama. Determinan dari ketahanan
pangan dengan demikian adalah daya beli atau pendapatan yang memadai
untuk memenuhi biaya hidup (FAO, 1996).

Pengertian dan konsep tersebut di atas maka beberapa ahli sepakat
bahwa ketahanan pangan minimal mengandung tiga unsur pokok
yaitu "ketersediaan pangan, distribusi, dan konsumsi “, dimana unsur distribusi
dan konsumsi merupakan penjabaran dari aksessibilitas masyarakat terhadap
pangan”. Salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum
dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan
tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk
memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih
dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko
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terhadap akses dan ketersediaan pangan tersebut merupakan determinan yang
esensial dalam ketahanan pangan.

Masalah ketahanan pangan pada kenyataannya adalah sangat komplek
mulai dari aspek penyediaan jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi
permintaan pangan yang meningkat karena pertumbuhan penduduk, perubahan
komposisi penduduk maupun akibat peningkatan penduduk, aspek pemenuhan
tuntutan kualitas dan keanekaragaman bahan pangan untuk mengantisipasi
perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli pada masalah kesehatan
dan kebugaran, aspek tentang pendistribusian bahan-bahan pangan pada ruang
dan waktu dan juga aspek keterjangkauan pangan (food accessibility) yaitu
ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat
dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan disertai dengan tuntutan
lingkungan strategis baik domestik maupun internasional mendorong adanya
perubahan paradigma pembangunan nasional termasuk pembangunan pertanian.
Perubahan paradigma pembangunan tersebut antara lain tercermin dari
dirumuskannya paradigma baru dalam pemantapan ketahanan pangan.
Paradigma baru pembangunan ketahanan pangan lebih menekanakan pada
pemantapan ketahanan pangan rumah tangga yang didukung dengan daya beli
dan keberdayaan masyarakat. Paradigma baru ketahanan pangan tersebut

adalah sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perubahan paradigma pemantapan ketahanan pangan

Pendekatan Paradigma lama Paradigma baru

1. Pendekatan Pemantapan ketahanan | Pemantapan ketahanan

pengembangan pangan pada tatanan pangan rumah tangga
makro/agregat

2. Pendekatan Pola sentralistik Pola desentralistis
manajemen
pembangunan

3. Pendekatan utama Dominasi pemerintah Dominasi peran
pembangunan masyarakat

4. Fokus Bertumpu pada beras Pengembangan
pengembangan komoditas pangan
komoditas pangan secara keseluruhan

5. Upaya mewujudkan | Pengadaan pangan Peningkatan daya beli
keterjangkauan murah
rumah tangga atas
pangan

Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, 2001
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Sedangkan kerangka sistem ketahanan pangan secara umum diuraikan

dalam Gambar sebagai berikut :

KERANGKA SISTEM KETAHANAN PANGAN
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Sistem ketahanan pangan dan gizi secara komprehensif meliputi empat
sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup
untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii)
konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang
berdampak pada (iv) status gizi masyarakat . Dengan demikian, sistem
ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan
penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga
menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan
individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari
rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan
meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering
ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak
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terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan
gizi.

Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan
pangan dari aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti
banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan
yang melimpah melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa
seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan
pangan yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat
kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama Millenium
Development Goals (MGDs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan
pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator
kesejahteraan masyarakat. MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan
masukan.

United Nation Development Programme (UNDP) sebagai lembaga PBB
yang berkompeten memantau pelaksanaan MDGs telah menetapkan dua ukuran
kelaparan, yaitu jumlah konsumsi energi (kalori) rata-rata anggota rumah tangga
di bawah kebutuhan hidup sehat dan proporsi anak balita yang menderita gizi
kurang. Ukuran tersebut menunjukkan bahwa MDGs lebih menekankan dampak
daripada masukan. Oleh karena itu, analisis situasi ketahanan pangan harus
dimulai dari evaluasi status gizi masyarakat diikuti dengan tingkat konsumsi,
persediaan dan produksi pangan; bukan sebaliknya. Status gizi masyarakat yang
baik ditunjukkan oleh keadaan tidak adanya masyarakat yang menderita
kelaparan dan gizi kurang. Keadaan ini secara tidak langsung menggambarkan
akses pangan dan pelayanan sosial yang merata dan cukup baik. Sebaliknya,
produksi dan persediaan pangan yang melebihi kebutuhannya, tidak menjamin
masyarakat terbebas dari kelaparan dan gizi kurang.

Tujuan dari ketahanan pangan harus diorentasikan untuk pencapaian
pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan
ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut
sangat tergantung pada dari adanya kebijakan dan kinerja sektor ekonomi,
sosial dan politik. Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun
politik sangat perpengaruh terhadap ketahanan pangan. pemerintah
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2.2.1. Subsistem Ketersediaan dalam Sistem Ketahan an Pangan

Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan
yang cukup tersedia setiap saat. Stabilitas distribusi pangan didefinisikan
sebagai kemampuan meminimalkan kesenjangan ketersediaan pangan terhadap
permintaan konsumsi pangan, khususnya pada tahun atau musim sulit.

Aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional, wilayah dan rumah
tangga. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2200
kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Aspek ketersediaan dapat
dipenuhi tidak hanya dari potensi domestik saja tetapi juga dari perdagangan
antar daerah maupun impor dalam perdagangan luar negeri. Namun demikian
akan sangat berbahaya jika suatu wilayah hanya menggantungkan aspek
ketersediaan dari impor. Hal ini dikarenakan perdagangan pangan merupakan
residual atas terpenuhinya kebutuhan domestiknya, sehingga berimplikasi pada
pasar pangan yang cenderung bersifat thin market.

Bahan pangan tersedia dalam jenis yang bermacam-macam baik itu
berupa padi-padian, jagung, kedelai, umbi-umbian, hasil ternak, hasil perikanan
dan lainnya. Beraneka ragam bahan pangan merupakan potensi yang sangat
baik bagi suatu wilayah untuk melakukan diversifikasi pangan. Hal ini
dimaksudkan untuk menghindari konsumsi pangan pada satu jenis bahan
pangan tertentu saja, misalnya beras, karena dapat berimplikasi pada rentannya
aspek ketersediaan beras, baik itu berkaitan dengan impor yang meningkat tajam
karena tekanan jumlah penduduk, ataupun berkaitan dengan fluktuatifnya
ketersediaan beras/ gabah karena pengaruh musiman dari produksi pertanian.

Dalam aspek ketersediaan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah
cadangan pangan. Dalam masalah cadangan pangan yang perlu diperhatikan
adalah pengembangan cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi darurat,
mengatasi berfluktuasinya produksi yang melimpah pada suatu waktu dan
kekurangan pada waktu yang lain, cadangan pangan dalam arti buffer stock juga
menghindari fluktuasi harga yang merugikan, disamping itu pengembangan
cadangan pangan hidup melalui pengembangan pekarangan patut juga
dikembangkan.
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2.2.2. Subsistem Distribusi pangan dalam Sistem Ke  tahanan Pangan

Subsistem distribusi memegang peranan yang sangat strategis dalam
rangka pemerataan pangan yang dapat diakses sampai tingkat rumah tangga.
Distribusi pangan dibutuhkan diantaranya berkenaan dengan sifat proses
produksi pertanian yang spesifik lokasi sehingga dapat ditemukan wilayah yang
merupakan sentra produksi (surplus produksi) dan daerah yang defisit dalam
produksi pangannya.

Distribusi pangan yang lancar perlu didukung adanya infrastruktur
transportasi dan komunikasi yang memadai. Dengan kondisi ini maka fungsi
distribusi akan dapat dijalankan dan dapat mengurangi fluktuasi harga antar
daerah karena tekanan permintaan (excess demand).

Efisiensi distribusi merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk
mempertahankan tingkat harga yang wajar dan masih terjangkau masyarakat.
Efisiensi distribusi dapat di artikan sebagai efisiensi pemasaran karena fungsinya
yang meliputi fungsi fisik yaitu pemindahan barang dari satu empat ke tempat lain,
terkait pula dengan fungsi transfer kepemilikan atas barang yang
diperdagangkan juga berkaitan dengan fungsi fasilitasi yaitu kegiatan yang
memperlancar fungsi fisik dan fungsi transaksi atau transfer.

Sistem distribusi yang efisien berarti pula harga di konsumen yang relatif
lebih rendah sehingga diharapkan masih dalam batas yang dapat dijangkau
masyarakat dalam jumlah dan kualitas yang sesuai. Keterjangkauan sendiri
dapat diartikan sebagai kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh
pangan yang dikaitkan dengan kemampuan berproduksi atau kemampuan
membeli pangan. Harga pangan harus terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dengan demikian faktor yang sangat sensitif mempengaruhi ketahanan
dan keamanan pangan di tingkat rumah tangga adalah daya beli atau
keterjangkauan komoditi pangan. Golongan masyarakat yang sangat rentan
terhadap perubahan ini adalah angkatan kerja yang bekerja pada sector informal
dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Kondisi ini
diperparah oleh terbatasnya jangkauan terhadap penguasaan lahan pertanian
dan asset produktif lainnya. Upaya meningkatkan kinerja ketahanan pangan
melalui subsistem distribusi pangan meliputi tidak hanya aspek fisik dari sarana

prasarana transportasi dan komunikasi, identifikasi daerah surplus dan defisit
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pangan tetapi juga atas aspek kelembagaan yang menjalankan fungsi-fungsi

distribusi ini termasuk didalamnya adalah regulasi pemerintah daerah.

2.2.3. Subsistem Konsumsi Pangan dalam Sistem Keta  hanan Pangan

Subsistem konsumsi berfungsi dalam pemanfaatan pangan yang
memenuhi kecukupan gizi, keamanan dan halal dalam upaya untuk menjaga
kesehatan dan meningkatkan produktifitas. Subsistem ini memperhatikan baik
aspek informasi kandungan gizi bahan makanan (kecukupan energi dan protein)
dan juga pola pangan yang tentunya akan berdampak pada tingkat kesehatan
masyarakat masyarakat. Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam hal ini
adalah ibu rumah tangga yang berperan dalam pola makan keluarga dan pola
asuh anak. Infratruktur kesehatan juga sangat berperan penting disuatu wilayah.

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII pada tahun 2004 merumuskan
bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang Indonesia pada tingkat
konsumsi sebesar 2.000 Kkal per orang per hari maka Angka Kecukupan
Protein (AKP) sebesar 52 gram per kapita per hari. Sedangkan pada tingkat
ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal maka AKP adalah sebesar 57 gram per
kapita per hari. Apabila angka tersebut tidak dapat dicapai oleh suatu rumah
tangga, maka rumah tangga tersebut berpotensi mengalami rawan pangan.

Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat
nasional dan regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan
(PPH), menggunakan data Survai Sosial Ekonomi Nasional ( SUSENAS ). Pola
Pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk
dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH dapat dinyatakan (1)
dalam bentuk komposisi energi (kalori) anekaragam pangan dan/atau (2) dalam
bentuk komposisi berat (gram atau kg) anekaragam pangan yang memenuhi
kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan mencerminkan susunan
konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

PPH (desirable dietary pattern), diperkenalkan pertama kali oleh FAO-
RAPA dalam pertemuan konsultasi FAO-RAPA di Bangkok pada tahun 1989.
PPH disarankan untuk digunakan bagi setiap negara dikawasan Asia Pasifik
yang dalam penerapannya perlu diadaptasi sesuai pola konsumsi pangan dan

kebutuhan gizi setempat.
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PPH berguna (1) sebagai alat atau instrumen perencanaan konsumsi
pangan, ketersediaan pangan dan produksi pangan; (2) sebagai instrumen
evaluasi tingkat pencapaian konsumsi pangan, penyediaan pangan dan produksi
pangan, baik penyediaan dan konsumsi pangan; (3) dapat pula digunakan
sebagai basis pengukuran diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) sebagai
pedoman dalam merumuskan pesan-pesan gizi.

Upaya menjadikan PPH sebagai instrumen dan pendekatan dalam
perencanaan pangan di suatu wilayah atau daerah diperlukan kesepakatan
tentang pola konsumsi energi dan konsumsi pangan anjuran dengan
mempertimbangkan (1) pola konsumsi pangan penduduk saat ini; (2) kebutuhan
gizi yang dicerminkan oleh pola kebutuhan energi (asumsi : dengan makan
anekaragam pangan, kebutuhan akan zat gizi lain akan terpenuhi); (3) mutu gizi
makanan yang dicerminkan oleh kombinasi makanan yang mengandung protein
hewani, sayur dan buah; (4) pertimbangan masalah gizi dan penyakit yang
berhubungan dengan gizi; (5) kecenderungan permintaan (daya beli);
(6) kemampuan penyediaan dalam konteks ekonomi dan wilayah.

Mempertimbangkan hal tersebut pada pertemuan yang diselenggarakan
oleh Badan Urusan Ketahanan Pangan, disepakati untuk menyempurnakan
komposisi PPH untuk target perencanaan penyediaan konsumsi pangan untuk
dikonsumsi penduduk pada tingkat nasional seperti disajikan pada Tabel 2. PPH
2020 maksudnya PPH yang akan dicapai secara nasional tahun 2015 yang perlu
diterjemahkan pada perencanaan nasional dan daerah secara bertahap tahun

demi tahun dan target demi target.

Tabel 2.2. Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional

No Kelompok PPH PPH Kisaran | Konsumsi Konsumsi Bobot | Skor
Pangan FAO Nasionall (%) Energi Bahan

2020 (Kkal) Pangan

(%) (gram/kap/hari)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Padi-padian 40.0 50.0 40-60 1100 300 0,5 25,0
2 | Umbi-umbian 5.0 6.0 0-8 132 100 0,5 2,5
3 | Pangan Hewani 20.0 12.0 5-20 264 150 2,0 24,0
4 Kacang-kacangan 6.0 5.0 2-10 110 35 2,0 10,0
5 Sayur dan Buah 5.0 6.0 3-8 132 250 5,0 30,0
6 | Biji Berminyak 3.0 3.0 0-3 66 10 0,5 1,0
7 | Lemak dan Minyak 10.0 10.0 5-15 220 25 0,5 5,0
8 | Gula 8.0 5.0 2-8 110 30 0,5 2,5
9 | Lainnya 3.0 3.0 0-5 66 - 0,0 0,0

Jumlah 100.0 100.0 100.0 2200 100
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Prinsip-prinsip ini diharapkan dijadikan standard dalam perencanaan
penyediaan konsumsi pangan tingkat kabupaten dan kota. Artinya prinsip
perhitungannnya disepakati untuk digunakan bersama, sedangkan komposisinya
akan bervariasi antar daerah sesuai kemampuan dan permasalahannya.

PPH merupakan komposisi atau pola pangan dalam bentuk persentase
konsumsi energi yang dianjurkan (harapan) untuk hidup sehat, tanpa
memandang apakah pangan tersebut berasal dari produksi lokal (dalam negeri)
atau didatangkan dari negara/daerah lain (impor). Oleh karena itu angka-angka
yang disajikan baru sebatas kebutuhan untuk konsumsi manusia atau penduduk.
Untuk perencanaan pangan perlu dipertimbangkan faktor koreksi atau jumlah
yang digunakan untuk ekspor (dibawa kedaerah lain), pakan ternak, kebutuhan
industri (bukan untuk makanan penduduk setempat), benih atau bibit, cadangan

dan kehilangan.

2.2.4. Kerawanan Pangan dan Kemiskinan

Secara rinci hubungan ketahananan pangan dengan kemiskinan dapat
dilihat dalam Gambar 1. Kemiskinan dan ketahanan mempunyai peranan yang
sanga erat.

Kemiskinan kurang <_I

v

Akses pangan, gizi dan

Ekonomi Meningkat

kesehatan meningkat

Investasi sektor
4= sosial (Gizi, Kes,
Pendidikan)

P4

Ketahanan pangan
rumah tangga

Peningkatan
Produktivitas

Peningkatan Kualitas

SDM X
Investasi sektor

ekonomi

Sumber : Modifikasi dari Martorell 1992
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Bank Dunia (2006) menyatakan bahwa perbaikan gizi merupakan suatu
investasi yang sangat menguntungkan. Setidaknya ada tiga alasan suatu negara
perlu melakukan intervensi di bidang gizi. Pertama, perbaikan gizi memiliki
‘economic returns’ yang tinggi; kedua, intervensi gizi terbukti mendorong
pertumbuhan ekonomi; dan ketiga, perbaikan gizi membantu menurunkan tingkat
kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja, pengurangan hari sakit, dan
pengurangan biaya pengobatan. Pada kondisi gizi buruk, penurunan
produktivitas perorangan  diperkirakan lebih dari 10 persen dari potensi
pendapatan seumur hidup; dan secara agregat menyebabkan kehilangan PDB
antara 2-3 persen. Konferensi para ekonom di Copenhagen tahun 2005
(Konsensus Kopenhagen) menyatakan bahwa intervensi gizi menghasilkan
keuntungan ekonomi (‘economic returns’) tinggi dan merupakan salah satu yang
terbaik dari 17 alternatif investasi pembangunan lainnya. Konsensus ini menilai
bahwa perbaikan gizi, khususnya intervensi melalui program suplementasi dan
fortifikasi zat gizi mikro (memperbaiki kekurangan zat besi, vitamin A, yodium,
dan seng) memiliki keuntungan ekonomi yang sama tingginya dengan investasi
di bidang liberalisasi perdagangan, penanggulangan malaria dan HIV, serta air
bersih dan sanitasi. Behman, Alderman dan Hoddinot (2004) dalam Bank Dunia
(2006) mengungkapkan bahwa Rasio Manfaat-Biaya (benefit-cost ratio) berbagai
program gizi, khususnya program suplementasi dan fortifikasi adalah sangat
tinggi, berkisar antara 4 hingga 520

Dari berbagai faktor penyebab masalah gizi, kemiskinan dinilai memiliki
peranan penting dan bersifat timbal balik, artinya kemiskinan akan menyebabkan
kurang gizi dan individu yang kurang gizi akan berakibat atau melahirkan
kemiskinan. Masalah kurang gizi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan
mendorong proses pemiskinan melalui tiga cara. Pertama, kurang gizi secara
langsung menyebabkan hilangnya produktivitas karena kelemahan fisik. Kedua,
kurang gizi secara tidak langsung menurunkan kemampuan fungsi kognitif dan
berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan. Ketiga, kurang gizi dapat
menurunkan tingkat ekonomi keluarga karena meningkatnya pengeluaran untuk
berobat. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tingkat dan kualitas konsumsi makanan anggota rumah tangga miskin
tidak memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhan. Dengan asupan makanan

yang tidak mencukupi anggota rumah tangga, termasuk anak balitanya menjadi
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lebih rentan terhadap infeksi sehingga sering menderita sakit. Keluarga miskin
dicerminkan oleh profesi/mata pencaharian yang biasanya adalah buruh/pekerja
kasar yang berpendidikan rendah sehingga tingkat pengetahuan pangan dan
pola asuh keluarga juga kurang berkualitas. Keluarga miskin juga ditandai
dengan tingkat kehamilan tinggi karena kurangnya pengetahuan Keluarga
Berencana dan adanya anggapan bahwa anak dapat menjadi tenaga kerja yang
memberi tambahan pendapatan keluarga. Namun demikian, banyaknya anak
justru mengakibatkan besarnya beban anggota keluarga dalam sebuah rumah
tangga miskin.

Keseluruhan faktor ini dapat menyebabkan gizi kurang pada setiap
anggota rumah tangga miskin yang dapat berakibat pada: (i) menurunnya
produktivitas individu karena kondisi fisik yang buruk serta tingkat kecerdasan
dan pendidikan yang rendah; (ii) tingginya pengeluaran untuk memelihara
kesehatan karena sering sakit. Sebaliknya, kedua hal ini pun menyebabkan
kemiskinan pada individu tersebut.

Adanya hubungan kemiskinan dan gizi kurang sering diartikan bahwa
upaya penanggulangan masalah gizi kurang hanya dapat dilaksanakan dengan
efektif apabila keadaan ekonomi membaik dan kemiskinanan dapat dikurangi.
Pendapat ini tidak seluruhnya benar. Secara empirik sudah dibuktikan bahwa
mencegah dan menanggulangi

masalah gizi kurang tidak harus menunggu sampai masalah kemiskinan
dituntaskan. Banyak cara memperbaiki gizi masyarakat dapat dilakukan justru
pada saat masih miskin. Dengan diperbaiki gizinya, produktivitas masyarakat
miskin dapat ditingkatkan sebagai modal untuk memperbaiki ekonominya dan
mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan-gizi kurang—kemiskinan. Semakin
banyak rakyat miskin yang diperbaiki gizinya, akan semakin berkurang jumlah
rakyat miskin. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan di bidang gizi tidak
mudah dan tidak cepat, seperti membangun gedung dan prasarana fisik lainnya.
Perbaikan gizi memerlukan konsistensi dan kesinambungan program dalam
jangka pendek dan jangka panjang.

Pada tahun 2006, tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia sekitar 17,8
persen atau sekitar 40 juta jiwa. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, sekitar 68
persen tinggal di pedesaan, dan umumnya bekerja pada sektor pertanian atau

berbasis pertanian. Data tersebut tidak jauh berbeda dengan data di tingkat
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dunia, yaitu setengah dari kelompok miskin ini adalah petani kecil, dan seperlima
dari kaum miskin tersebut adalah para buruh tani yang tidak mampu
memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Kelompok
miskin inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam pembangunan di
bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

Banyak intervensi gizi telah dilakukan dengan sasaran utama masyarakat
miskin dan gizi kurang, terutama anak-anak, wanita usia subur (WUS), dan ibu
hamil. Mereka mendapatkan pendidikan dan penyuluhan gizi seimbang,
termasuk pentingnya ASI bagi bayi; penyuluhan tentang pengasuhan bayi dan
kebersihan; dan layanan penimbangan berat badan bayi dan anak secara teratur
setiap bulan di Posyandu. Di samping itu juga mendapatkan suplemen berupa:
zat besi untuk ibu hamil, vitamin A untuk anak balita dan ibu nifas, MP-ASI untuk
anak 6 - 24 bulan, dan makanan untuk ibu hamil yang kurus. Secara terintegrasi
intervensi gizi tersebut ditunjang dengan pelayanan kesehatan dasar seperti
imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, serta pelayanan
kesehatan lainnya di Puskesmas.

Apabila dipadukan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
yang dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, intervensi gizi untuk
orang miskin akan mempunyai daya ungkit yang besar dalam meningkatkan
kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas. Upaya tersebut dapat meningkatkan
akses rumah tangga miskin kepada pangan yang bergizi seimbang, pendidikan
terutama pendidikan perempuan, air bersih, dan sarana kebersihan lingkungan.
Untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi ketahanan pangan rumah tangga yang
berpotensi menimbulkan kerawanan pangan, dilakukan pemantauan terus
menerus terhadap situasi pangan masyarakat dan rumah tangga, serta
perkembangan penyakit dan status gizi anak dan ibu hamil yang dikenal sebagai

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
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[ll. KERAGAAN KETAHANAN PANGAN JAWA TIMUR

3.1. Ketersediaan Pangan

Ditinjau dari ketersediaan pangan per kapita pe hari dengan ukuran 2200
kcal/kapita/ per hari dengan data tahun 2002 secara agregat hampir
diseseluruh kabupaten  sudah melebihi standard yang dianjurkan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan di Jawa Timur tidak

menghadapi permasalahan serius.
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Ditinjau dari kinerja untuk masing-masing komoditas pangan di Jawa

Timur sebgaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Produksi pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan

suatu wilayah. Jawa timur merupakan salah satu propinsi yang berperan sangat

vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Tabel 1. Luas panen komoditas pangan Jawa Timur

2004 Rerata

Komoditas 2000 2001 2002 2003 [a;amll} Pertumb.
per Th (%)
Padi 1,756,982 1,713,401 1,686,431 1,695,541|1,716,335 (0.57]
Jagung 1,170,481 1,158,083| 1,043,285| 1,169,388|1,159,623 0.07
Kedelai 306,773 278,017 238,136 222,433 228,822 (6.86]
Kc. Tanah 169,079 164,478 160,342 165,277 181,144 1.86
Kc. Hijau 88,304 93,278 85,111 91,174 88,024 0.14
Ubi Kayu 250,446 255,345 248,162 240,493 | 250,864 0.09
Sayuran 135,049 133,712 128,634 117,415 - (4.50]
Buah2an*) | 185,506,911 150,552,732 | 205,112,987 | 150,430,469 - 341
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Tabel 2. Produktifitas komoditas pangan Jawa Timur

2004 Rerata

Komoditas 2000 2001 2002 2003 (aram II) Pertumb.
per Th (%u)

Padi 53.83 50.77 52.64 52.58 52.81 (0.42
Jagung 29.80 30.96 35.39 35.76 36.34 5.22
Kedelai 12.22 12.30 11.65 12.91 13.03 1.78
Kc. Tanah 10.98 10.71 11.73 11.78 11.83 1.98
Kc. Hijau 9.21 9.30 10.22 10.50 10.92 4.40
Ubi Kayu 160.89 156.33 157.96 157.46 159.47 (0.21
Sayuran 79.26 86.11 86.88 §9.64 . 4.24
BuahZan®) 14.37 17.36 13.54 12.13 - (3.87

Tabel 3. Produksi komoditas pangan Jawa Timur

2004 Rerata

Komoditas | 2000 2001 2002 2003 (aram1I) Pertumb.
per Th (%)
Padi 9,457,105 8,699,547 8,803,877 8,914,895| 9,063,226 (0.97]
Jagung 3,487,735 3,585,140| 3,692,146| 4,181,550| 4,213,582 4.95
Kedelai 374,986 342,089 277,350 287,205 297,865 (5.11]
Kc. Tanah 185,579 176,136 188,001 194,676 214,381 3.83
Kc. Hijau 81,321 86,747 86,969 95,715 96,160 4.36
Ubi Kayu 4,029,366 3,991,681 3,919,854 3,786,882| 4,000,584 (0.12]
Sayuran 1,070,438 | 1,151,457 1,117,556 1,190,225 - 3.71
Buah2an 2,666,204 2,613,443 2,778,167| 3,100,163 - 5.41

Berdasarkan analisis 10 propinsi dengan luas panen padi terbesar di
Indonesia menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah terbesar kedua setelah Jawa

Barat dengan luas areal panen padi sebesar 1,69 juta ha.
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09 Propinsi dengan Luas Panen Padi terbesar di Ind  onesia
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Gambar 3. Sembilan propinsi dengan luas panen padi terbesar di Indonesia,
2005

Luas areal panen yang dimiliki Jawa Timur juga ditunjang dengan
produktifita yang relatif masih tinggi yaitu 5,3 ton per ha. Namun demikian,
produktifitas ini masih lebih rendah dibanding dengan produktifitas padi yang
dihasilkan oleh propinsi Bali yaitu 5,48 ton per ha.

Produktifitas selain dipengaruhi oleh perbaikan teknik budidaya
berkenaan dengan kemampuan mengalokasikan input secara optimal juga ada
faktor manajemen produksi yang berpengaruh baik itu menekan kehilangan hasil
pasca panen, handling produk (misalnya penyimpanan) maupun dalam aspek

pengaturan tata guna air.
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09 Propinsi dengan Produktifitas Padi terbesar di Indonesia
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Gambar 4. Sembilan propinsi dengan produktifitas terbesar, 2005

Produksi padi secara nasional masih didominasi dari Jawa barat, Jawa
Timur dan Jawa tengah masing-masing sebesar 9,33 juta ton, 8,38 juta ton, dan
9 juta ton. Dengan posisi Jawa Timur yang sangat penting dalam suplai pangan
nasional ini maka jawa Timur perlu mengambil langkah-langkah penyelamatan
sumberdaya pertanian dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan
pangan daerah dan nasional serta memberikan arahan yang jelas dalam
pembangunan sistem pangan sehingga memiliki dampak yang lebih luas

(multiplier effect).
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Gambar 5. Sembilan propinsi dengan produksi padi terbesar, 2005
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Ketergantungan pada satu jenis pangan akan sangat berbahaya bagi
ketahanan pangan dalam jangka panjang. Sehingga diversifikasi pangan perlu
mendapatkan perhatian dalam pembangunan pangan. Selain bahan pangan dari
padi/ beras, Jawa Timur juga memiliki potensi yang besar dalam pangan utama
lainnya seperti jagung, ubikayu, dan jenis bahan pangan lainnya, termasuk juga
potensi yang besar dalam tanaman hortikultura.
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Gambar 6. Sembilan propinsi dengan luas panen jagung terbesar, 2005

Berdasarkan produktifitas komoditas jagung di Jawa Timur adalah
tebesar keempat setelah Jawa Barat, Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Hal ini
tentunya menjadi bahan pemikiran untuk meningkatkan kemampuan produksi
jagung di Jawa Timur. Dengan luas panen jagung terbesar di Indonesia maka
perbaikan sistem produksi jagung yang berimplikasi pada perbaikan produktifitas
di Jawa Timur akan memberikan dampak yang ebsar pada peningkatan produksi
jaung di Jawa Timur.

Dalam rangka diversifikasi pangan akan sangat baik bila pangan lokal
dikembangkan kembali dan diupayakan dibangkitkan dari potensi lokal sehingga
mengurangi ketergantungan pada beras. Fortifikasi pangan atas pangan lokal
dapat dikenalkan teknologinya sehingga masyarakat dapat mengakses peluang
usaha produktif baru dan dapat dikembangkan sebagai sumber income keluarga
(agroindustri pedesaan). Namun yang perlu diingat adalah bahwa kegiatan
produksi ini harus bersifat market driven dan mendasarkan pada preferensi
konsumen.
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Gambar 6. Sembilan propinsi dengan produktifitas jagung terbesar ,2005

Di uraian sebelumnya bahwa potensi produksi jagung di Jawa Timur
adalah sangat besar bahkan dari sisi areal panen adalah tertinggi di Indonesia.
Secara jelas dari 10 propinsi dengan produksi terbesar di Indonesia dapat di

sajikan dalam gambar grafik berikut.
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Gambar 7. Sembilan propinsi dengan produksi jagung terbesar, 2005
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Potensi komoditas non-pangan yang diusahakan petani di Jawa Timur
menunjukkan kinerja yang relatif tinggi pula. Hal ini menunjukkan potensi
pertanian di jawa Timur yang sangat besar dan merupakan sumber income bagi
sebagian besar masyarakat di jawa Timur. Dengan demikian dukungan
penyediaan infrastruktur pertanian dan kewilayahana untuk memperlancar sistem
distribusi dan pemasaran hasil pertanian akan sangat membantu meningkatkan
income petani.

Jawa Timur mempunyai peran yang sangat besar terhadap penyediaan
pangan nasional. Diperkirakan jawa Timur merupakan propinsi yang secara
nyata menyumbang pangan nasional 20-30 persen kebutuhan aneka ragam

pangan nasional.

Tabel . Peran Jawa Timur dalam Ketersediaan pangan nasional

Komoditas Wilayah Sentra Produksi

1 Padi Jabar+Banten (20,7%), Jatim (17,8%), Jateng (16,3%),
Sulsel (7,1%), Sumut (6,7), dan Sumbar, Sulsel,
Lampung (masing-masing > 3%)

2 Jagung Jatim (36,0%), Jateng (17,7%), Lampung (11,6%),
Sumut (6,9%), Sulsel (6,5%), dan Jabar, NTT (masing-
masing >4%)

3 Kedelai Jatim 37,9%), Jateng (20,1%), NAD 7,0%), Jabar (5,4%),
Sulsel (4,2%), dan Lampung (2,2%)

4 Kacang Tanah | Jatim (24,4%), Jateng (21,7%), Jabar (14,8%), Sulsel
(6,5%), dan Sumut, NTB (masing-masing >3%)

5 Sayuran Jabar (36,6%), Sumut (19,6%), Jateng (15,1%), Jatim
(9,6%), dan Sumbar, Bengkulu, Bali, Sulsel (masing-
masing >3%)

No. | Komoditas Wilayah Sentra Produksi

6 Buah-buahan Jabar (26,9%), Jatim (21,1%), Jateng (12,6%), Sumut
(5,9%), Sulsel (5,5%), dan Sumsel+Babel, Lampung,
NTT (masing-masing >3%)

7 Minyak Sawit Sumut (39,9%), Riau (21%), Kalbar (6,1%), NAD (6,1%)
dan Sumbar (5,4%)

8 Gula Tebu Jatim (44,1%), Lampung (33,3%), Jateng (7,5%), Jabar
(4,2%), dan Sumut (3,9%)

9 Daging Jabar (21,1%), Jatim (15,6%), Jateng (12,0%), Bali
(8,1%), Jakarta (7,7%), Sumut (6,3%)

10 | Telur Jabar (20,8%), Jatim (15,3%), Jateng (14,2%), Sumut

(15,0%), Sumbar, Sumsel-Babel, Lampung Sulsel
(masing-masing >4%)

11 Hasil Sumatera (27%), Jawa (25%), Sulawesi (18%)
Perikanan




Dewan Ketahanan Pangan Jawa Timur 28

Ditinjau dari penggunaan sumberdaya dalam rangka produksi pertanian
telah melebihi dari kebutuhan domestik masyarakat Jawa Timur. Surplus pangan
utama baik itu padi maupun jagung merupakan potensi perdagangan bagi Jawa
Timur.

Tabel 2. Potensi produksi dan konsumsi tanaman pangan di Jawa Timur

KETERANGAN TAHUN 2001 TAHUN 2002 TAHUN 2003 Satuan
a. padi
1. Luas Areal Panen 1.708.478,00 1.688.431,00 1.695.514,00 Ha
2.Jumlah Produksi Gabah | 8.672.791,00 8.803.878,00 8.914.993,00 Ton
kering giling

3. Produksi Beras 5.481.204,00 5.564.051,00 5.564.622,00 Ton
4. Rata-rata Produktivitas 50,76 52,14 52,76 Kwt/ ha
5. Stock Beras 515.207,00 579.765,00 317.133,00 Ton
6. Jumlah Konsumsi 3.601.886,00 3.619.743,00 3.638.307,00 Ton
b. Jagung
1. Luas Areal Produksi 1.135.832,00 1.043.285,00 1.169.388,00 Ha
2. Jumlah Produksi 3.529.968,00 3.692.146,00 4.181.500,00 Ton
3. Jumlah Konsumsi 417.671,00 419.742,00 421.894,00 Ton
c. Kedelai
1. Luas Areal Produksi 280.653,00 238.136,00 222.433,00 Ha
2. Jumlah Produksi 349.188,00 300.184,00 287.205,00 Ton
3. Jumlah Konsumsi 202.156,00 203.158,00 204.200,00 Ton

Sumber : Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, Tahun 2004

b. Kemandirian Pangan Jawa Timur

Kebutuhan pangan di Jawa Timur memang hampir dapat dipenuhi semua
dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas kedelai yang masih mengalami
defisit sebesar 110.648 ton. Sedangkan untuk beras, jagung, kacang maupun ubi
mengalami surplus. Surplus pangan di jawa Timur selain didukung sumberdaya
alam yang sesuai, juga potensi sumberdaya manusia dan adanya dukungan
infrastruktur ekonomi yang lebih baik. Kemandirian pangan di Jawa Timur dari
sisi ketersediaan ini dapat diketahui lebih rinci dari tabel berikut ini.

Selain mempertimbangkan ketersediaan dan konsumsi komoditi pangan
utama yaitu beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan dan umbi-umbian, Jawa
Timur juga merupakan sumber bahan pangan lainnya yang bersumber dari
ternak dan ikan yaitu beberapa jenis bahan makanan lainnya seperti daging, telur,

susu dan ikan.
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Tabel 3. Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Jawa
Timur tahun 2004

No Komoditas Ketersediaan (ton) Konsumsi Surplus/defisit
(ton) (ton)

1 | Beras 5,225,372 3,441,232 1,784,140

2 | Jagung 3,634,680 293,827 3,340,853

3 | Kedelai 291,431 402,079 -110,648

4 | Kacang Tanah 194,414 28,720 165,694

5 | Kacang Hijau 75,467 19,883 55,584

6 | Ubi Kayu 3,368,956 771,019 2,597,938

7 | Ubi Jalar 145,234 105,674 39,560

Sumber : Badan ketahanan Pangan jawa Timur, 2005

Potensi produksi jenis komoditas ini (bersumber dari ternak dan ikan)

relatif

menciptakan surplus bahan pangan tersebut.

disajikan dalam tabel berikut ini.

lebih besar dibandignkan kebutuhan konsumsinya sehingga dapat

Secara lebih lengkap hal ini

Tabel 4. Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Jawa

Timur tahun 2004

No Komoditas Ketersediaan (ton) | Konsumsi (ton) Surpl(ltjc?:](;eﬁsn
1 Daging 199,305 117,089 82,216
2 Telur 261,591 179,720 81,871
3 Susu 200,350 46,025 154,325
4 Ikan 478,574 462,096 16,478

Potensi produksi yang relatif besar tersebut perlu mendapatkan perhatiian
sehingga dapat memiliki daya saing yang lebih baik.

3.2. Distribusi pangan

a. Sarana dan Prasarana

Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi mempunyai
hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan satu sam lain. Perbaikan
infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk,
terciptanya  penurunan barang-barang, terdapat

ongkos  pengiriman

pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan
perbaikan dalam kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut.
lebih

pembangunan ekonomi adalah :

Secara rinci, peranan penyediaan infrastruktur terhadap
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a. Mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan;
tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang
kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih murah
b. Infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada
gilirannya merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas
harga antar daerah (pengamanan harga); dengan adanya kemudahan
transportasi maka barang-barang dapat dialirkan ke tempat-tempat yang
kekurangan (defesit) akan suatu barang sehingga akan tercapai
kestabilan harga.
c. Infrastruktur yang memperlancar transportasi berfungsi meningkatkan
nilai tambah barang dan jasa, banyak daerah yang letaknya jauh dari
pasar dan ongkos yang mahal; tersedianya transportasi yang baik dan
murah memungkinkan hasil produksi daerah tersebut dapat diangkut dan
dijual ke pasar, atau dengan kata lain dapat menjangkau konsumen.
d. Infrastruktur yang memperlancar transportasi turut mempengaruhi
terbentuknya harga yang efisien; transportasi yang baik dan murah akan
menurunkan biaya transaksi.
e. Infrastruktur yang memperlancar transportasi dapat menimbulkan
spesialisasi antar daerah; transportasi murah dengan mudah akan
mendorong pembagian kerja dan spesialisasi secara geografis
Pengembangan distribusi pangan dilakukan dengan perbaikan sistem
distribusi menjadi lebih efesien dan efektif dan dapat meningkatkan kelancaran
arus barang dan jasa antar wilayah. Perbaikan sistem distribusi juga diharapkan
dapat mendorong tersedianya barang dan jasa dipasar dengan harga yang layak
bagi produsen dan terjangkau oleh daya beli rakyat banyak dengan kata lain
dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat baik sebagai produsen
maupun konsumen akhir, disamping juga dapat ditekan serendah mungkin
adanya perbedaan harga yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu dan
daerah (untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen).

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Timur status
Jalan Nasional pada Tahun 2000 dengan panjang 1.783,56 Km naik menjadi
1.899,21 Km pada Tahun 2003. Jalan Propinsi tahun 2000 1.948, 25 Km turun
menjadi 1.439,18 Km. Jalan Kabupaten 21.887 Km, Jalan Kota 931,44 Km dan
Jalan Tol 63,73 Km panjangnya tetap.
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Kondisi jalan aspal sepanjang 25,92 Km pada tahun 2000 yang

mengalami peningkatan pada tahun 2001 menjadi 117,37 Km. Jika jalan aspal
mengalami peningkatan maka jalan hotmix pada tahun 2001 justru mengalami
penurunan menjadi 1.321,81 Km padahal pada tahun 2000 sepanjang 1.922,33
Km. Sedangkan jumlah jembatan yang ada di Jawa Timur pada tahun 2002
mengalami penurunan sekitar 15% dari tahun 2001 dan berkurangnya jumlah

jembatan tersebut diikuti dengan berkurangnya panjang jembatan dimana pada

tahun 2001 adalah 13.109,90 M menjadi 10.546,95 M kemungkinan ini
disebabkan oleh adanya beberapa jembatan yang roboh karena terkena banjir.
Tabel 6. Sarana Infrastruktur Perhubungan di Jawa Timur
TAHUN TAHUN TAHUN
KETERANGAN 2001 2002 2003 SATUAN
1. Status Jalan
a. | Nasional 1.899,21 1.899,21 1.899,21 Km
b. | Propinsi 1.439,18 1.439,18 1.439,18 Km
c. | Kabupaten 21.887,46 21.887,46 21.887,46 Km
d. | Kota 931,44 931,44 931,44 Km
e. | Desa/ Lokal
f. | Tol 63,73 63,73 63,73 Km
2. Kondisi Jalan
a. | Aspal 117,37 117,37 117,37 Km
b. | Hotmix 1.321,81 1.321,81 1.321,81 Km
3. Jembatan
a. | Panjang 13.109,90 10.546,95 10.546,95 M
b. | Jumlah 1.310,00 1.115,00 1.115,00 Buah
4. Jenis Prasarana Irigari / Pengairan
a. | Teknis
- Primer 388.778,00 388.778,00 | 388.778,00 M
- Sekunder 93.593,00 93.593,00 93.593,00 M
b. | Non Teknis
- Primer 444.541,00 444.541,00 | 444.541,00 M
- Sekunder 332.014,00 315.899,00 | 315.899,00 M

Sumber : Dinas Binamarga dan Dinas Pengairan Propinsi Jatim, tahun 2004

Selanjutnya, dengan semakin lancarnya pengadaan bahan baku dan

yang baik, komoditi

serta tercapainya kemampuan lembaga yang lebih dinamis.

penolong akan menjamin kelangsungan produksi, dan meluasnya pasar dalam
negeri akan mendorong lebih lanjut kegiatan di bidang produksi. Adanya
yang dikendalikan semakin berkurangnya,

kegoncangan harga yang semakin jarang, kebutuhan yang semakin terjamin,
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b. Kelembagaan Pengendalian harga Gabah dan Pangan lainnya

diringkat Petani

Salah satu kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, untuk
menjaga dan mengendalikan harga gabah dan bahan pangan lain yang
layak dan tidak berfluktuasi secara tajam terutama pada saat terjadi panen
raya, maka dilaksanakan kegiatan strategis pembelian gabah/bahan
pangan lainnya. Disamping itu, tujuan lainnya dari kegiatan strategis ini

yaitu meningkatkan kesinambungan penyediaan pangan, meningkatkan
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efektifitas dan efisiensi distribusi pangan antar daerah dan antar waktu;
serta mengembangkan kelembagaan pangan di pedesaan. Sampai dengan
tahun 2006, APBD Propinsi yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan
strategis ini sebesar Rp. 44.600.000.000,- dan dimanfaatkan oleh 168
lembaga pembeli gabah yang berlokasi di 24 kabupaten. Disamping itu,
dialokasikan pula dana dekonsentrasi APBN berupa Dana Penguatan
Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM - LUEP) sebesar
Rp. 54.450.000.000,-, yang dimanfaatkan oleh 187 lembaga pembeli gabah
yang berlokasi di 24 kabupaten.

Realisasi pembelian gabah dan bahan pangan lainnya sampai
dengan 20 Nopember 2006 yang difasilitasi APBD Propinsi mencapai
sebesar Rp. 412.678.032.417,- atau mencapai 9,25 kali putaran dengan

rincian pembelian sbb:

- Gabah : 174.892,377ton  Senilai Rp. 337.072.559.915,-
- Beras : 21.083,462ton  Senilai Rp. 66.745.970.321,-
- Jagung : 5.949,702 ton  Senilai Rp. 8.255.956.881,-
- Kedele : 208,735ton  Senilai Rp. 603.545.300,-

Realisasi pembelian gabah/beras yang difasilitasi APBN  mencapai
sebesar Rp.558.013.343.897,- atau mencapai 10,25 kali putaran dengan rincian

pembelian adalah

Gabah/Beras Jml pembelian %
- Gabah Kering Panen (GKP) 142.899,169ton 51,39
- Gabah Kering Simpan (GKS) 53.108,874ton 19,10
- Gabah Kering Giling (GKG) 54.036,157ton 19,44
- Beras 27.992,559ton 10,07

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa sebagian besar petani

telah melakukan tunda jual dimana dari hasil panennya tidak seluruhnya
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langsung dijual namun gabahnya dikeringkan terlebih dahulu dan disimpan,
selanjutnya pada suatu saat dijual. Namun demikian, masih sangat sedikit petani
produsen yang memproses sendiri gabahnya menjadi beras. Kegiatan strategis
pembelian gabah dan bahan pangan lain pada tahun 2006 ini merupakan
kelanjutan dan penyempurnaan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
Dengan demikian secara analisa makro , kegiatan strategis ini telah

memberikan dampak positif baik dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial.
a. Dampak Ekonomi

Memberikan sentimen positif pasar, sehingga harga tidak dipermainkan
oleh para tengkulak, dan petani mendapatkan harga jual gabahnya
secara layak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan
tunai.

Memberdayakan (mengembangkan kemampuan) lembaga sosial
ekonomi pedesaan dengan penambahan modal dari keuntungan
pembelian gabah

b. Dampak Sosial.

Mengembalikan kepercayaan petani terhadap lembaga perekonomian

pedesaan (KUD/Koptan/RMU)

Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pedesaan khususnya

kelompok tani.

Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kegairahan petani dalam

berusaha tani padi.
Menumbuhkembangkan kerjasama saling menguntungkan antara lembaga
perekonomian desa dengan kelompok tani

Perkembangan harga bahan pangan pokok di Jawa Timur sebagaimana

dalam tabel di bawah ini menunjukkan bahwa koefisien variasi yang tinggi
ditunjukkan untuk komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah dan
juga bawang merah. Variasi harga antar waktu ini juga sangat dipengaruhi oleh
pola tanam petani yang tidak mendasarkan pada perwilayahan komoditas dan
pengaturan sistem produksi pertanian. Elastisitas demand yang rendah dari
produk pertanian menyebabkan ekses suplai cenderung sulit terserap oleh pasar

dan menekan harga lebih besar pada keseimbangan pasar.
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Nama Baran Kualitas | Satuan Harga Koefisien Variasi
g 2003 | 2004 | 2005 | 2003 2004 2005
1 [ GKP IR-64 | Kg 1,200 | 1,300 | 1,350 | 104.56 | 203.12 | 201.84
2 | Beras IR-64 | Kg 2589 | 2448 | 2,888 | 117.85| 301.12| 367.91
3 | Jagung Pipilan | Kg 1244 | 1,284 | 1,307 | 178.05| 103.63| 162.61
4 | Daging Sapi | Biasa | Kg 29,397 | 30,566 | 33,173 | 2,553.89 | 2,833.66 | 3,319.24
Daging Ras Kg 11,321 | 11,673 | 11,833 | 1,684.13 | 1,206.11 | 1,019.59
5 | Ayam
6 | Telur Ayam | Ras Butir 536 | 504 | 537| 57.95| 6566| 91.23
7 | cabe Merah | Besar | Kg 5,352 | 7,338 | 5,981 | 1,482.91 | 1,337.04 | 2,234.28
8 | Cabe Rawit | Segar | Kg 4,425 | 7,781 | 8,660 | 1,498.12 | 2,320,34 | 2,150.08
Kacang Dikupas | Kg 7,200 | 7,270 | 7,781 | 32326 | 728.29| 819.61
9 | Tanah
Tempe .
10 | Kedete Kuning | Kg 3,838 | 3,267 | 3,988 | 946.62 | 843.15 |1,048.84
Bawang Besar | Kg 6,279 | 5870 | 7,312 | 990.53 | 943.70 | 1,613.02
11 | Merah
Minyak .
Curah | Liter 5,093 | 5,309 | 4,965 | 259.38| 269.43 | 321.63
12 | Goreng
13 | GulaPasir | SHS1 | Kg 4392 | 4219 | 5426 | 22898 | 269.21| 199.72

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur, 2005

c. Pengembangan sistem Tuda Jual

Disamping itu telah dilaksanakan pula model pengembangan sistim tunda

jual yang dikembangkan secara berkelompok, merupakan salah satu model

peragaan dalam penerapan waktu dan strategi pemasaran, yang didukung

dengan peningkatan kualitas melalui pengolahan dan penyimpanan produksi

sehingga : a) posisi tawar petani meningkat, b) kualitas produksi dan nilai jual

komoditas petani meningkat c) stok pangan untuk kebutuhan kelompok dan

keluarga meningkat dan tetap tersedia sepanjang waktu. Pengembangan sistem

tunda jual dilaksanakan melalui tahapan kegiatan meliputi : identifikasi kelompok,

penandatanganan kontrak pinjaman, pemberian pinjaman modal, embinaan, dan

pemantauan. Upaya pemberdayaan kelompok sistim tunda jual yang dimulai
sejak tahun 2002-2006 sebanyak 51 kelompok.
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3.3. Konsumsi, Status Gizi dan Keamanan Pangan

Salah

diberlakukannya Undang-Undang otonomi

satu paradigma baru pembangunan pangan setelah
daerah adalah perencanaan
penyediaan pangan yang semula sentralistik dan lebih dominan pada
pertumbuhan ekonomi menjadi desentralistik dengan pertimbangan yang lebih
komprehensif, sehingga tujuan-tujuan pemantapan Ketahanan pangan dan
perbaikan gizi masyarakat lebih terakomodasi. Untuk itu sangat diperlukan
pemahaman dan penyediaan data Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola
Pangan Harapan (PPH) di masing-masing daerah.

Penyusunan NBM dan PPH Jawa Timur sudah dilaksanakan
sejak tahun 1984 sampai sekarang, dimana dari hasil analisis NBM dan PPH ini

menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pangan dan gizi di tingkat

wilayah.

Tabel

tahun 2005 dan 2006.

Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis di Propinsi Jawa Timur
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Konsumsi energ? penduduk Jawa Timur mencapai sebesar 1900

kkal/kap/hr atau mencapai 95,0 % dari anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE)
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berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi VIII tahun 2005 sebesar 2000
kkal/kap/hr. Konsumsi energi tahun 2005 sebesar 1900 kkal/kap/hr atau 95,0 %
dari AKE lebih tinggi dari dari konsumsi energi tahun sebelumnya sebesar 1889
kkal/kap/hr atau 85,9 % dari AKE. Konsumsi energi penduduk didukung oleh
konsumsi energi penduduk perkotaan dan pedesaan sebesar 11902 kkal/kap/hr
dan 1901 kkal/kap/hr. Konsumsi energi penduduk perkotaan sebesar 1902
kkal’kap/hr meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1889 kkal/kap/hr,
kecenderungan yang sama terjadi pada konsumsi energi penduduk pedesaan
sebesar 1901 kkal/kap/hr meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1893
kkal/kap/hr. Nampak bahwa konsumsi energi penduduk perkotaan relatif sama

dengan konsumsi energi penduduk pedesaan.

Tabel 3 : Rata-rata Konsumsi Energi Penduduk tahun 2002 dan 2005.
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Ditinjau dari Tingkat Konsumsi Energi (TKE) yang mengacu pada
standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan tahun 2006, ternyata konsumsi
energi penduduk Jawa Timur tahun 2005 mencapai sebesar 95,0 % yang berarti
tergolong normal karena berada pada kategori Tingkat Konsumsi Energi (TKE)
90-119%.

Sedangkan konsumsi protein penduduk Jawa Timur mencapai sebesar
62,30 gr/kap/hr atau meningkat sebesar 2,20 gr/kap/hr atau 3,66 % dari
konsumsi protein tahun sebelumnya sebesar 60,10 gr/kap/hr. Konsumsi protein
tersebut ternyata melampaui 10,30 gr/kap/hr (19,61% ) dari angka kecukupan
protein yang dianjurkan 52 gr/kap/ hr. Konsumsi protein tersebut didukung
dengan peningkatan konsumsi protein penduduk pedesaan yang cukup besar

dari konsumsi protein penduduk pedesaan tahun sebelumnya. Konsumsi protein
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penduduk perkotaan dan pedesaan mencapai sebesar 60.70 gr/kap./hr dan 64,5
gr/kap./hr.

Tabel 4 Rata-rata Konsumsi Protein Perkapita Perhari dan Skor PPH Jawa
Timur tahun 2002 dan 2005.
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Konsumsi protein penduduk perkotaan sebesar 60,7 gram/kap/hr
menurun sebesar 6,7 gram/kap/hr atau 9,95 % dari tahun sebelumnya sebesar
67,4 gram/kap/hr. Sedangkan, konsumsi protein penduduk pedesaan sebesar
64,5 gram/kap/hr meningkat 6,3 gram/kap/hr atau 10,82 % dari tahun
sebelumnya sebesar 58,20 gram/kap/hr. Peningkatan konsumsi protein
penduduk pedesaan dikarenakan adanya peningkatan konsumsi pangan hewani
berupa : ikan, daging ruminansia, telur dan susu. Oleh karena itu, upaya
percepatan gerakan penganekaragaman diarahkan di daerah perkotaan yang
difokuskan pada keanekaragaman konsumsi pangan nabati non beras/tepung
terigu beruapa umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, serta konsumsi

pangan hewani yang berigizi dan berimbang.

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan semakin baik dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan
penduduk dengan skor PPH 77,8 lebih tinggi dibandingkan dengan Skor PPH
tahun sebelumnya sebesar 71,0. Meskipun kesadaran dan kepedulian
masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun
masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada
dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIIl. Hampir

semua kelompok pangan dikonsumsi dalam jumlah yang belum memadai,
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kecuali kelompok padi-padian. Sumbangan energi kelompok padi-padian
terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada tahun 2005 cukup besar mencapai
57,9 %, sedangkan proporsi idealnya sebesar 50 %. Sumbangan energi
kelompok pangan yang masih jauh dari proporsi idealnya adalah : kelompok
pangan hewani, kelompok sayur dan buah, serta kelompok umbi-umbian. Hal ini
menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan penduduk Jawa Timur belum
memenuhi kaidah kecukupan gizi yang dianjurkan dan konsep pangan yang
beragam, bergizi dan berimbang.

Tabel Rata-rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Tahun 2002 dan

Tahun 2005
tahun 2002 tahun 2005
no Kglompok Energi Energi PPH
angan Gram/Kap/Hr %AKE*) | Gram/Kap/Hr %AKE**) | Nasional
(Kkal) (Kkal) 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Padi-Padian 283.1 1,129.70 51.4 283.5 1.139 57 50
2 | Umbi-umbian 69.1 78.6 3.6 53.5 61 3.1 6
3 | Pangan Hewani 61.6 100.4 4.6 73.1 134 6.7 12
4 | Lemak dan Minyak 21.4 190 8.6 20.2 180 9 10
Bauh/Biji
5 | Berminyak 10.7 58.7 2.7 10.4 57 2.9 3
6 | Kacang-kacangan 33.8 98 4.5 32.1 93 4.7 5
7 | Gula 30.6 1111 5.1 26.9 97 4.9 5
8 | Sayur dan Buah 197.4 80.8 3.7 203 86 4.3 6
9 | Lainnya 50.8 41.7 1.9 42.3 38 1.9 3
Jumlah 1,889 85.9 1,886 94.3 100
%" 7+ % 1% 8 % 6 21 8 0
710+ 9 6+90< ,
110+ 9 6+90< ,

Konsumsi pangan kelompok padi-padian didominasi oleh beras, dan
ternyata konsumsi beras masih cukup tinggi yaitu sebesar 94,35 kg/kap/thn (data
diolah dari Susenas 2005) meningkat sebesar 0,89 kg/kap/thn dibandingkan
dengan konsumsi beras tahun sebelumnya sebesar 93,46 kg/kap/thn (data diolah
dari Susenas 2002). Demikian pula, konsumsi terigu masih cukup tinggi
mencapai sebesar 8,43 kg/kap/thn meningkat sebesar 1,60 kg/kap/thn
dibandingkan dengan konsumsi terigu tahun sebelumnya sebesar 6,83
kg/kap/thn. Peningkatan konsumsi beras dan terigu nampaknya mempengaruhi
konsumsi tepung umbi-umbian. Konsumsi umbi-umbian hanya mencapai
sebesar 19,52 kg/kap/thn menurun sebesar 5,70 kg/kap/thn dibandingkan
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dengan konsumsi tahun sebelumnya sebesar 25,22 kg/kap/thn. Hal ini
merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis
dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan di
Jawa Timur . Karena selain dari beras, sebenarnya sumber karbohidrat dapat
diperoleh dari berbagai bahan pangan pokok lainnya yaitu serealia selain beras
(jagung, sorghum), umbi-umbian (singkong/ubi kayu, ubi jalar, kentang, bentul,

talas, uwi, garut, ganyong dan sebagainya), buah-buahan (sukun, pisang).
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Tabel 6 : Konsumsi Pangan Penduduk Jawa Timur Menurut Kelompok
Pangan
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Sumber : Angka Susenas 2002 dan 2005 Jawa Timur
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Berdasarkan data yang diolah dari Susenas 2005, bahwa peningkatan
konsumsi beras secara total sebesar 94,35 kg/kap/thn dari tahun sebelumnya
sebesar 93,46 kg/kap/thn, disebabkan karena peningkatan konsumsi padi-padian
(beras ketan, tepung beras, lainnya padi-padian), serta makanan dan minuman
jadi (kue basah, nasi campur/rames, nasi goreng, nasi putih dan lontong sayur).
Konsumsi padi-padian sebesar 0.79 kg/kap/thn meningkat dari tahun
sebelumnya sebesar 0,63 kg/kap/thn. Konsumsi makanan dan minuman jadi
sebesar 6,51 kg/kap/thn meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,28
kg/kap/thn. Sedangkan konsumsi beras secara langsung (tanpa melaui proses
olahan) ternyata masih cukup tinggi yaitu sebesar 86,97 kg/kap./thn, namun
menurun dari tahun sebelumnya sebesar 87,44 kg/kap./th.

Tabel 7 Konsumsi Beras Penduduk Jawa Timur berdasarkan jenis pangan
tahun 2002 dan 2005 (sesuai pengelompokan dalam Susenas)
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Salah satu kelompok masyarakat yang sangat sensitif terhadap masalah
ketahanan pangan adalah balita. Gizi kurang pada balita dapat dilihat
berdasarkan berat badan dan tinggi badan menurut umur.

Situasi kemanan pangan yang tedeteksi selama dua tahun terakhir
menunjukkan masih banyak dijumpai kejadian atau kasus ketidakamanan
pangan. berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat konsumsi pangan
yang tidak aman oleh pencemaran kimia, biologis yaitu berbagai mikroba
termasuk yang membawa penyakit, serta cemaran fisik telah terjadi di beberapa
daerah.

Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks,
penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin
beredar dan melanggar ketentuan batas kadaluarsa, serta penggunaan bahan
tambahan pangan terlarang yang dapat membahayakan kesehatan, atau bahkan
dapat meyebabkan kematian perlu mendapatkan perhatian serius dalam

penanganan ke depan.

3.5. Kemiskinan dan Tingkat Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang
dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk
memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan
masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada
waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat
seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan karena : tidak adanya
akses secara ekonomi bagi individu/ rumah tangga untuk memperoleh pangan
yang cukup, tidak adanya akses secara fisik bagi individu/ rumah tangga untuk
memperoleh pangan yang cukup, tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan
produktif individu/ rumah tangga, tidak terpenuhi pangan secara cukup dalam

jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harganya.
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Kerawanan pangan dan kelaparan berpeluang besar terjadi pada petani
skala kecil, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan
hidupnya pada sumberdaya alam yang miskin dan terdegradasi. Kerawanan
pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat
pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi

dan protein.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu
indikator aksesabilitas rumah tangga terhadap pangan. Hal ini juga berkorelasi
dengan kemampuan dan daya beli rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu,
penciptaan lapangan pekerjaan perlu dikembangkan agar masyarakat mampu
meningkatkan pendapatannya. Selain itu, walaupun daya beli rumah tangga
mencukupi, apabila terdapat kelangkaaan pangan akibat distribusi yang tidak
lancar maka akses rumah tangga secara fisik akan terganggu bahkan menjadi
lebih buruk.

Indikator yang sangat dekat menggambarkan daya beli masyarakat
adalah berkenaan dengan kemiskinan masyarakat Jawa Timur.  Tingkat
kemiskinan di Jawa Timur masih berkisar sebesar 20 persen. Namun demikian
walaupun ada perubahan yang kecil nampaknya ada trend mengalami
penurunan dari tahun ketahun, dimana pada tahun 2001 mencapai 20.39 persen,

namun pada tahun 2004 turun menjadi 19.34 persen.
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Tabel 8. Persentase Kemiskinan di Jawa Timur 2001 - 2004

Jumlah penduduk Jumlah Penduduk Miskin

Tahun . . Persentase
Jawa Timur Jawa Timur
2001 35,633,395 7,267,093 20.39
2002 35,930,460 7,181,755 19.99
2003 36,199,078 7,064,289 19.52
2004 36,535,527 7,064,289 19.34

Ketersediaan pangan secara makro tidak sepenuhnya menjamin
ketersediaan pada tingkat mikro. Masalah produksi yang hanya terjadi di wilayah
tertentu dan pada waktu-waktu tertentu mengakibatkan konsentrasi ketersediaan
di sentra-sentra produksi dan pada masa-masa panen. Pola konsumsi yang
relatif sama antar-individu, antar- waktu, dan antar-daerah mengakibatkan
adanya masa-masa defisit dan lokasi-lokasi defisit pangan. Dengan demikian,
mekanisme pasar dan distrubusi antar lokasi serta antar waktu dengan
mengandalkan 'stok’ akan berpengaruh pada keseimbangan antara ketersediaan
dan konsumsi yang berpengaruh pada harga yang terjadi di pasar. Faktor
keseimbangan yang tereflekasi pada harga sangat berkaitan dengan daya beli
rumah tangga terhadap pangan. Dengan demikian, meskipun komoditas pangan
tersedia di pasar namun apabila harga terlalu tinggi dan tidak terjangkau daya
beli rumah tangga, maka rumah tangga tidak akan dapat mengakses pangan
yang tersedia. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan kerawanan pangan.

Penduduk rawan pangan didefinisikan sebagai mereka yang rata-rata
tingkat konsumsi energinya antara 71-89 persen dari norma kecukupan energi.
Sedangkan penduduk sangat rawan pangan hanya mengkonsumsi energi kurang
dari 70 persen dari kecukupan energi. Dengan menggunakan kriteria tersebut
pada tahun 2005 terdapat sekitar 25 persen dari penduduk perkotaan yang
rawan pangan dan sebesar 37,0 persen dari penduduk perdesaan yang
mengalami rawan pangan. Di samping itu masih terdapat sekitar 2-4 persen
rumah tangga yang sangat rawan pangan atau kelaparan. Mereka adalah rumah
tangga miskin yang tingkat pengeluarannya tidak lebih dari Rp 150 ribu per bulan.

Kondisi rumah tangga rawan pangan masih terjadi di Jawa Timur
dibandingkan dengan propinsi lain berdasarkan data SUSENAS yang tertuang

dalam Nutrition Map of Indonesia tahun 2006disajikan dalam Tabel berikut.
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Tabel. Jumlah Penduduk Rawan Pangan Menurut Propinsi
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Jumlah anak balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang di relative

masih tinggi masih tinggi. Tingginya proporsi rumah tangga rawan pangan dan

anak balita kurang gizi menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak selalu

berarti bahwa tingkat ketahanan pangan di rumah tangga dan individu juga

terpenuhi. Masalah-masalah distribusi dan mekanisme pasar yang berpengaruh

terhadap harga, daya beli rumah tangga yang berkaitan dengan kemiskinan dan

pendapatan rumah tangga, dan tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi
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sangat berpengaruh kepada konsumsi dan kecukupan pangan dan gizi rumah
tangga.

Hubungan tentang kerawanan pangan dengan tingkat pendapatan relatif
cukup erat baik ditinjau dari kecukup[an energi maupun kualitas pangan. Pada
gambar berikut ditunjukkan bahwa  semakin rendah pendapatan seseorang

maka akan menyebabkan rendahnya kecukupan energi maupun skor PPHnya.

% AKE PROVINSI JAWA TIMUR

O % AKE Desa

B % AKEKota

0% AKE
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Grafik 1 Tingkat Konsumsi Energi Provinsi Jawa Timur Tahun 2005
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Skor PPH Provinsi Jawa Timur
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Grafik 2 Skor PPH Provinsi Jawa Timur

Sumber : Badan Ketahanan Pangan jawa Timur, 2006
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IV. MASALAH STRATEGIS KETAHANAN PANGAN JAWA TIMUR

Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus
dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan pangan
nasional. Sebagai wilayah potensial pangan yang penting, keberhasilan
Ketahanan Pangan di Jawa Timur sebagai wilayah yang surplus pangan telah
menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan nasional. Oleh karena itu
pemerintah Jawa Timur berupaya terus memacu pembangunan ketahanan
pangan melalui program—program Yyang benar-benar mampu memperkokoh

ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1. Permasalahan dan Tantangan

Upaya pemantapan ketahanan pangan sampai saat ini masih menjadi
prioritas pembangunan di Propinsi Jawa Timur. Permasalahan pembangunan
ketahanan pangan yang harus dipecahkan secara mendesak dan
berkelanjutan pada tahun mendatang adalah :

1. Masalah kemiskinan dan kelaparan di Jawa Timur masih masih cukup
tinggi baik untuk tingkat kemiskinan maupun kelaparan dengan ukuran
AKE kurang 1700 kkal/kapita/hari berkisar sebesar 19 persen. Usaha ini
harus dipecahkan secara bertahap melalui usaha peningkatan
pendapatan masyarakat karena merupakan faktor kunci dalam
meningkatkan akses pangan masyarakat menuju gizi yang cukup untuyk
hidup sehat.

2. Masalah pemantapan ketersediaan Pangan. Pola peningkatan produksi
pangan khususnya padi cenderung melandai dan terjadi pula
peningkatan alih fungsi lahan yang cukup besar + 10.000 Ha/Th. Hal ini
membutuhkan konsumsi beras yang cukup besar yaitu 3.478.994 ton
tahun 2007 dan cenderung meningkat setiap tahunnya, padahal pola
peningkatan produksi beras cenderung melandai. Pertambahan penduduk
yang cukup besar akan berdampak pada peningkatan kebutuhan konsumsi
dan juga peningkatan kebutuhan fasilitas sosial ekonomi yang
mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan. Oleh karena itu propinsi

Jawa Timur sebagai daerah lumbung pangan disamping meningkatkan
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produksi pangan juga harus mengembangkan penganeka ragaman

pangan.

. Tantangan dalam aspek penganeka ragaman pangan terjadi karena

sampai saat ini konsumsi pangan kelompok padi-padian didominasi oleh
beras, dan ternyata konsumsi beras masih cukup tinggi yaitu sebesar
94.35 kg/kap/thn (Susenas 2005), sementara terjadi peningkatan jumlah
penduduk dari tahun 1998-2005 sebesar 1,2% setiap tahun (BPS, 2005).

. Tantangan dalam cadangan pangan masyarakat terjadi karena sifat

komoditas pangan yang bersifat musiman sementara pendapatan
masyarakat umumnya sangat rendah. Usaha ini dapat dilakukan dengan
memberdayakan kelembagaan masyarakat seperti melalui lembaga
pembeli gabah (Ipg) dan lembaga usaha ekonomi pedesaan , lumbung ,
dan pengembangan cadangan gan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan
tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan

Usaha perlindungan kepada petani khususnya pada musim panen
akibat kelebihan produksi harus diantisipasi melalui pengendalian harga
di tingkat produsen. Produksi padi masih sangat dipengaruhi iklim, dimana
+ 55,98% dari pertanaman padi dipanen pada bulan Januari s/d April 2006.
Keadaan ini menyebabkan produksi gabah menumpuk pada bulan-bulan
tersebut, sehingga harga jual di tingkat petani cenderung menurun. Oleh
karena itu, program stabilisasi komoditas pangan menjadi sangat penting
dilakukan. Kebijakan stabilisasi komoditas pangan ini akan menjadi
rangsangan bagi petani untuk berproduksi, serta dapat menjadi stabilitas
inflasi. Berdasarkan kenyataan ini, maka menjadi penting untuk dilakukan
program stabilisasi produksi dan harga komoditas pangan. Hal ini bisa
dilakukan apabila dilakukan usaha pembinaan untuk pengembangan
tunda jual, serta kebijakan pembelian produkm petani pada waktu panen
pada komoditas strategus (gabah, beras, jagung dan kedele)

Masalah keamanan pangan sampai saat ini merupakan permasalahan
yang cukup serius. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya
pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen terhadap keamanan
pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik
produk pangan segar maupun olahan di sisi lain masih cukup banyak

digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis,
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pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau
berbahaya bagi kesehatan yang harus diantisipasi melalui usaha-usaha
pembinaan menurut standar SNI, FMP DAN HACCP. Sementara itu
belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan
pangan. Oleh karena itu usaha-usaha  untuk pencegahan dan
pengendalian keamanan pangan harus dilakukan

Berdasarkan hasil Pemetaan Kerawanan Pangan dengan indikator Food
Insecurity Atlas (FIA) bahwa terdapat 123 kecamatan termasuk kategori
agak rawan pangan sampai rawan pangan atau 38,44 % dari sebanyak
320 kecamatan yang tersebar di 16 kabupaten, dengan rincian yaitu :
kategori sangat rawan (prioritas 1) sebanyak 11 kecamatan, kategori
rawan (prioritas 2) sebanyak 20 kecamatan, dan kategori agak rawan
(prioritas 3) sebanyak 92 kecamatan. Upaya ini bisa dilakukan melalui
program pemberdayaan masyarakat melalui program Aksi Desa Mandiri
Pangan serta pengendalian rawan pangandalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan
pangannya.

Tantangan lainnya yang cukup penting adalah permasalahan sistem
informasi pangan. Sampai saat ini  penanganan masalah ketahanan
pangan seringkali menghadapi kendala sistem informasi pangan yang
kurang akurat dan cepat. Oleh karenanya di masa datang pengembangan
sistem informasi pangan berbasiskan teknologi informasi untuk tujuan
diteksi dini  untuk antisipasi mutlak harus dilakukan. Sistem informasi
yang perlu dikembangkan adalah : pengembangan sistem informasi
ketersediaan dan kebutuhan pangan (neraca pangan), sistem informasi
kerawanan pangan, dan sistem informasi distribusi dan pasar

Semakin membanjirnya pangan olahan impor dengan berbagai promosi
yang cukup gencar dan menarik, sedangkan kesadaran dan kecintaan
masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal masih cukup rendah. Oleh
karena itu diperlukan untuk pengembangan pangaan olahan dengan
bahan baku lokal yang mampu bersaing

Gaya mengkonsumsi pangan cepat saji (fast food) menggunakan bahan
impor dan kurang menggunakan bahan pangan lokal telah menjadi bagian

dari perilaku sebagian besar anak dan remaja di berbagai kota besar, serta
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diperkirakan cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh
karemna itu diperlukan usaha -usa penyadaran mayarakat untuk
penganekaragaman menuju pangan yang beragamn dan gizi seimbang
Masalah dalam pelestararian sumberdaya lahan dan air. Dampak adanya
reformasi dan otonomi daerah telah menyebabkan pelestarian
sumberdaya lahan dan air semakin memburuk. Kalau hal ini dibiarkan
terus akan menyebakan sumber air akan semakin tergradasi yang pada
gilirannya akan mengancam produksi pangan di jawa Timur

Akses petani terhadap permodalan dan sarana produksi perla dipandang
menjadi permasalahan yang harus diantisipasi sejak dini. Hal ini
dikarenakan petani di Jwa Timar umumnya dalam skala yang sempit
sehingga untuk melindungi petani dan sekaligus meningkatkan
pendapatan aspek peningkatan akses permodalan dan sarana produksi
pertanian harus terus dilakukan.

Pengembangan Infrastruktur pertanian dan pedesaan di Jawa Timur
walaupun cukup memadai namur perla terus dikembangkan. Usaha
peningkatan infrasttur ini perla dilakukan melalui pembangunan bersifat
padat karya karena mempunyai manfaat ganda yakni  disamping
meningkatkan perekonomian pedesaan juga berfungsi meningkatkan
serapan tenaga verja yang pada gilirannya akan meningkatkan akses
pangan

Meskipun kelembagaan ketahanan pangan di pemerintahan propinsi Jawa
Timur telah mantap, namun ditingkat kabupaten/kota masih
memperihatinkan, Dewan ketahanan pangannya umumnya masih belum
aktif. Usaha-usaha untuk meningkatkan kelembagaan fungsional (DKP)
maupun kelembagaan struktural harus dilakukan. Hal ini disebabkan
karena dengan keluarnya peraturan PP No 3 tahun 2007 tentang
pertanggungan jawab Gubernur, bupati/walikota dimana Gubernur,
bupati/walikota wajib melaporkan tentang pembangunan ketahanan dan
PP No 38 tahun 2007 bahwa Ketahanan pangan menjadi urusan wajib
pemerintah propinsi, kab/kota. Berdasarkan kedua peraturan pemerintah
tersebut jelas secara tegas bahwa Ketahanan pangan menjadi urusan
wajib bagi pemerintah propinsi, kabupaten/kota. Konsekuensi dari
keadaan ini menuntut adanya pemantapan kelembagaan pangan
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4.2. Potensi dan Peluang
4.2.1. Ketersediaan

Potensi pengembangan sistem ketahanan pangan di Jawa Timur memang
sangat besar. Sebagai suatu sistem pembangunan ketahanan pangan perlu
didukung tidak hanya dari aspek infrastruktur dan SDM tetapi juga
suprastrukturnya vyaitu kebijakan pemerintah yang memberikan lingkungan
kondusif bagi pengembangan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Berkaitan dengan aspek ketersediaan, dapat dikaitkan dengan aspek
sumberdaya alam. Sumberdaya alam merupakan potensi yang besar di jawa
Timur, bila potensi ini diberi sentuhan teknologi, informasi dan juga transportasi
maka akan memiliki efek yang luas. Dan pandangan ini berarti melihat potensi
dari sisi suplai (supply side).

Bila dilihat potensi sumberdaya ini dalam upaya untuk menyediakan bahan
pangan dan hasil pertanian pada umumnya bagi konsumen maka potensi dapat
dilihat dari sisi demand (demand side). Dari sisi demand maka potensi sektor
pertanian ini perlu adanya pasar, sarana prasarana transportasi dan juga
komunikasi. Dengan terpadunya elemen-eleman ini maka potensi akan memiliki
spektrum luas dalam upaya pembangunan wilayah.

Garis besarnya adalah dalam aspek ketersediaan, potensi di Jawa Timur
yang sangat besar merupakan kekuatan untuk melakukan pembangunan yang
lebih terarah. Kekuatan ini masih muncul karena keunggulan komparatif yang
dimiliki oleh Jawa Timur sehingga diperlukan adanya upaya lebih giat lagi
mentransformasi keunggulan komparatif (comparative advantage) menuju pada
keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang lebih baik dengan wilayah
atau negara lain.

Potensi sumberdaya alam yang merupakan keunggulan komparatif
memerlukan manajemen sehingga pemanfaatan sumberdaya melalui
perencanaan yang layak dengan memperhatikan aspek sustainabilitas, welfare,
dan kemerataan. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya juga harus mengacu
pada prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien dan berwawasan
keberlanjutan. Akhirnya, evaluasi terus dilakukan untuk menjaga agar
penyimpangan atas perencanaan dapat ditangani untuk mendapatkan output

yang ditetapkan.
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4.2.2. Distribusi Pangan

Ditinjau dari aspek infrastruktur ekonomi dan akses wilayah di Jawa Timur
sudah relatif baik. Prasarana jalan dan sarana transportasi sudah menjangkau
setiap wilayah dan juga layanan komunikasi menjadi daya dorong untuk aliran
informasi yang baik. Walaupun disadari pula bahwa dengan perbaikan fasilitas
publik ini (prasarana jalan beraspal) seringkali mendorong pula berlakunya
hukum location rent, sehingga berdampak pula pada laju konversi lahan yang
semakin tinggi. Namun demikian dis-economic exsternality ini terkompensasi
atas multiplier efek yang lebih besar dari perbaikan akses wilayah.

Infrastruktur wilayah berupa prasarana transportasi adalah salah astu
komponen yang sangat berperan dalam memperlancar fungsi pemasaran
komoditas pangan dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain aspek fisik
infrastruktur wilayah juga terdapat aspek kelembagaan dan keamanan serta
kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian komoditas pertanian.

Kelembagaan dalam hal distribusi komoditas pertanian dapat berupa
kelembagaan formal maupun non-formal. Kelembagaana formal yang dimaksud
adalah lembaga distribusi yanag dibentuk pemerintah terutama menangani
masalah pangan strategis seperti beras. Lembaga non-formal terkait dengan
kegiatan distribusi adalah lembaga pemasaran baik itu pedagang perantara,
pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer yang berperan
mendistribusikan hasil pertanian dari titik produsen ke titik konsumen.

Ketahanan pangan dalam era globalisasi dan otonomi daerah merupakan
isu strategis yang patut mendapat perhatian karena menyangkut hajat hidup
orang banyak dan berkaitan dengan hak asasi manusia. Potensi Jawa Timur
untuk meningkatkan efisiensi distribusi sangat mungkin dilakukan mengingat
akses wilayah yang mudah, perhatian pemerintah terhadap distribusi pangan,
dan juga skala produksi yang relatif besar di Jawa Timur.

Penataan kelembagaan pangan juga menjadi sangat penting untuk
membentuk ketahanan pangan di Jawa Timur. Termasuk juga upaya
meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan jalan memberikan fungsi

fasilitasi dan layanan informasi untuk akses pasar hasil produksi pertanian.
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4.2.3. Konsumsi

Sumberdaya manusia di Jawa Timur memiliki arti penting dalam
pembangunan ketahanan pangan. Potensi SDM tak terlepas dari fungsinya
dalam pengelolaan sumberdaya sehingga mampu menghasilkan output yang
memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi yang lebih tinggi dengan tingkat teknologi
yang semakin berkembang. SDM yang berkualitas akan sangat tanggap atau
cepat merespon perubahan-perubahan yang terjadi baik itu berkenaan dengan
teknologi produksi maupun berkaitan dengan perubahan perilaku konsumsi.

Besarnya potensi produksi bahan pangan dan pertanian secara umum
memberikan peluang bagi tumbuh berkembangnya agroindustri yang melakukan
pengolahan dari produk primer hasil pertanian. Beberapa nilai penting dari
agroindustri adalah meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian, meningkatkan
dispersi penggunaan produk primer hasil pertanian, meningkatkan elastisitas
produk pertanian, mengurangi fluktuasi harga akibat ekses suplai dan pola
musiman proses produksi pertanian.

Peluang yang lain berkenaan dengan upaya meningkatkan ketahanan
pangan adalah berkaitan dengan diversifikasi pangan. Berbagai macam jenis
bahan pangan yang dapat dihasilkan dari potensi domestik merupakan kekayaan
yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan
diversifikasi pangan maka diharapkan akan mengurangi ketergantungan pada
produk pangan tertentu seperti beras. Peningkatan nilai gizi dan performence
pangan lokal merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan
diversifikasi pangan ini.

Berkenaan dengan perilaku konsumsi pangan perlu mendapatkan
perhatian mengingat ketersediaan gizi yang berimbang dan makanan yang aman
dikonsumsi menjadi aspek kritis dalam upaya membentuk sumberdaya manusis
yang sehat dan produktif. Asupan gizi pada tubuh sangat dipengaruhi oleh pola
makan di keluarga. Dengan demikian, peran dan pengetahuan ibu rumah tangga
berkaitan dengan pola asuh dan pola makan keluaraga menjadi sangat penting.

Kesadaran akan gizi yang berimbang, aman dikonsumsi akan
berimplikasi lebih jauh pada kesehatan balita, harapan hidup dan juga tingkat
kematian bayi pada suatu wilayah. Peran prasarana dan sarana kesehatan di

sini juga sangat menentukan bagi kesehatan masyarakat.
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Di Jawa Timur terdapat berbagai institusi (infrastruktur sosial) di tingkat
lokal (kecamatan atau bahkan desa) yang dapat menjadi mitra kerja pemerintah
dalam rangka perbaikan konsumsi dan gizi masyarakat. Beberapa contoh
institusi lokal tersebut adalah posyandu, PKK, organisasi sosial masyarakat non
formal seperti majelis taklim, dan sebagainya. Instiitusi ini dapat berperan dalam
mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas

konsumsi dan perbaikan gizi.
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V. KEBIJAKAN OPERASIONAL KETAHANAN PANGAN JAWA TIM UR

Perwujudan ketahanan pangan disuatu wilayah tidak hanya memenuhi
aspek ketersediaan pangan yang merata di suatu wilayah, namun juga dapat
diakses oleh masyarakat dengan daya beli yang dimilikinya sehingga dapat
mencukupi kebutuhan gizi secara berimbang, aman, terjadi peningkatan
kesehatan dan produktifitas di masyarakat. Implisit dalam uraian ini adalah
adanya keterjaminan pangan yang dapat diakses masyarakat untuk hidup sehat
dan produktif secara terus menerus. Dengan demikian dimensi ketahanan
pangan sebenarnya adalah tidak hanya pembentukan pondasi ekonomi yang
mantap di suatu wilayah untuk tumbuh dan berkembang namun juga memiliki
dimensi pembangunan wilayah secara utuh.

Perhatian pada ketahanan pangan juga tidak dapat dilihat dari aspek
makro atau agregat saja, tetapi harus menggunakan unit analisis yang lebih kecil
sampai tingkat rumah tangga. Keterjaminan pangan sampai tingkat rumah
tangga menjadi sangat penting untuk dipantau dari waktu ke waktu. Sistem
pendataan yang tertata menjadi kunci keberhasilannya.

Pembangunan ketahanan pangan disadari tidak hanya menjadi kewajiban
pemerintah tetapi juga masyarakat luas, sehingga partisipasi masyarakat dalam
upaya pembangunan ketahanan pangan menjadi sangat penting. Pemerntah
sebagai fasilitator dan dinamisator ekonomi wilayah diperlukan dukungannya
dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk kegiatan produksi dan pemasaran
produk pangan dan pertanian pada umumnya, baik dengan paket deregulasi
investasi pertanian maupun penataan kelembagaan pertanian.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan ketahanan pangan
dapat berbentuk mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi pangan dan
pertanian secara umum, aseptabilitas yang tinggi terhadap perbaikan teknologi
baru, penghargaan terhadap produk pangan domestik atau lokal, dan
berkehendak untuk meningkatkan wawasan tentang pola pangan yang baik
sesuai harapan sehingga asupan gizi mencukupi untuk tubuh yang sehat dan
produktif. Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan menjadi sangat penting

pula untuk diperhatikan dalam upaya menajaga kesehatan masyarakat.
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5.1. Arah Kebijakan

Sesuai dengan perkembangan era (globalisasi dan liberalisasi
perdagangan, beberapa komoditas pangan telah menjadi komoditas yang
semakin strategis, karena dinamika ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi
nasionalnya, sehingga tidak senantiasa dapat mengandalkan pada ketersediaan
pangan di pasar dunia. Oleh karena itu, sebagian besar negara-negara
menetapkan Sistem Ketahanan Pangan untuk kepentingan dalam negerinya,
termasuk Indonesia.

Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus
dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan pangan
nasional. Sebagai wilayah potensial pangan yang penting, keberhasilan
Ketahanan Pangan di Jawa Timur sebagai wilayah yang surplus pangan telah
menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan nasional. Oleh karena itu
pemerintah Jawa Timur berupaya terus memacu pembangunan ketahanan
pangan melalui program—program Yyang benar-benar mampu memperkokoh
ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan program ketahanan pangan Jawa Timur
maka arah kebijakan ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Pemantapan penanganan kelaparan dan kemiskinan ditujukan untuk
mengurangi jumlah penduduk yang kelaparan, kemiskinan dan
penanggulangan gizi buruk.

2. Pemantapan ketersediaan pangan
(1) menjamin kelangsungan produksi pangan sebagai penyangga pangan

nasional,

(2) meningkatkan daya saing produk dan produktifitas, serta meningkatkan
nilai tambah produksi pangan melalui penanganan pasca panen dan
agroindustri dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani,

(3) mengembangkan kemampuan penataan kelembagaan cadangan pangan
yang lebih baik,

(4) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air,
serta menjaga kelestariannya dalam rangka mempertahankan ketahanan
pangan.

3. Pemantapan distribusi pangan



(1)

(2)

®3)
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mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk
meningkatkan efisiensi pemasaran,

mengembangkan kelembagaan pemasaraan di pedesaan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas distribusi

meningkatkan efisiensi pemasaran, mengembangkan informasi pasar
dan stabilisasi harga untuk kesejahteraan petani

Pemantapan konsumsi

(1)

(2)

®3)

(4)

()
(6)

menjamin pemenuhan pangan sampai tingkat rumah tangga dalam
jumlah dan kualitas yang memadai sehingga aman dikonsumsi dan
bergizi seimbang,

mengembangkan dan memanfaatkan pangan lokal

mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi
peran masyarakat dalam pemenuhan pangan,

meningkatkaan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat dan
makanan beragam dan gizi seimbang,

meningkatkan peran kelembagaan dimasyarakat ,

menjaga keamanan pangan bagi konsumen.
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5.2. Tujuan pembangunan Ketahanan Pangan

Berdasarkan kenyataan ini maka pembangunan Ketahanan Pangan di

Jawa Timur ditujukan untuk :

1.

10.

11.
12.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan
kelaparan

Meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan terhadap sumber
pangan karbohidrat dan protein menuju kemandirian pangan

Meningkatkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah tangga minimal
2200 kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari

Meningkatkan dan memantapkan sistem cadangan pangan yang lebih baik
Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
untuk mencapai tingkat konsumsi 2000 kkal/kapita/hari dan 54
gram/kapita/hari menuju Pola Pangan Harapan

Meningkatkan konsumsi pangan non-beras dan menurunkan konsumsi
beras

Memantapkan pola distribusi pangan yang mampu menjamin keterjangkauan
pangan oleh masyarakat secara fisik dan ekonomi serta menjamin stabilitas
harga

Mengembangkan sistim kelembagaan pangan dan gizi masyarakat yang
partisipatif dalam menangani kerawanan pangan;

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan
ketahanan pangan rumah tangga

Meningkatkan produksi dan kualitas pangan seiring dengan peningkatan
pendapatan para petani dan pelaku agribisnis lainnya

Mengembangkan industri dan bisnis pangan

Meningkatkan kemampuan dalam mengenali, mengantisipasi dan menangani
secara dini serta melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan

pangan

5.3. Strategi Umum

Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus

dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan pangan

nasional. Keberhasilan Ketahanan Pangan di Jawa Timur sebagai wilayah
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yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan
nasional. Oleh karena itu pemerintah Jawa Timur harus terus berupaya memacu
pembangunan ketahanan pangan melalui program—program yang benar-benar
mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur
merupakan suatu proses yang terus-menerus dan diupayakan membawa
dampak yang luas pada seluruh sektor pembangunan. Harapan ini memang
obyektif mengingat aspek yang diamati dalam ketahanan pangan tidak hanya
aspek ketersediaan tapi juga aspek-aspek lainnya, seperti distribusi dan akses
pangan yang mengarah pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, juga
konsumsi/penyerapan pangan yang mengarah pada pembangunan sumberdaya
manusia yang sehat dan produktif.

Pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur dilakukan melalui Twin
track strategy (strategi jalur ganda), yakni : (1) pembangunan ekonomi berbasis
pertanian dan pedesaan dan (2) pembangunan dengan memprioritaskan bagi
kelompok masyarakat miskin. Strategi umum ini diuraikan sebagai berikut :
Strategi khusus Penurunan tingkat kelaparan & kemis kinan

1. Peningkatan Kesempatan (creating opportunities), melalui
pengembangkan bisnis dan kesempatan kerja

2. Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) melalui
pemberdayakan sehingga mampu akses terhadap sumberdaya ekonomi,
sosial dan hak-hak politik dan keterlibatan

3. Peningkatan Kapasitas & pembangunan sumberdaya manusia (Capacity

Building and Human Resource Development), melalui peningkatan

kemampuan yang berkaitan dengan sasaran peningkatan pelayanan

pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan agar masyarakat makin
produktif

4. Perlindungan Sosial (Social Protection): Perlindungan sosial yang
berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagimasyarakat
yang mengalami kecacatan, fakir miskin, keterisolasian, konflik sosial,
kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin

5. Prioritas pada daerah rawan pangan (pusat daerah miskin

Strategi khusus Pemantapan ketersedian pangan

1. Perwilayahan komoditas pangan sesuai dengan potensi
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Pemantapan Infrastruktur produksi
Pengembangan Teknologi spesifik lokasi
Penyediaan modal dan sarana produksi
Kelestarian sumberdaya

Pemantapan Kelembagaan petani

Strategi khusus Pemantapan Diversifikasi konsumsi p angan

1.

4,
5.

Penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal
(unggulan wilayah)

Pengembangan agroindustri pangan dengan kemasan “modern”
Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice ) melalui gerakan
tentang konsumsi pangan yang beragam dan gizi seimbang serta aman
Peningkatan income

Pemberdayaan kelembagaan lokal

Strategi khusus Pemantapan Distribusi pangan

1.

2
3.
4

Penetapan harga pembelian pemerintah

Intervensi pemerintah terhadap pasar

Penguatan posisi tawar petani

Pengembangan sarana dan prasarana pasca panen dan infra struktur
distribusi

Kemitraan petani

5.4. Kebijakan Umum

Kebijakan umum ketahanan pangan diharapkan menjadi panduan bagi

pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam

mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur. Kebijakan umum Ketahanan

pangan di Jawa Timur adalah :

1.

Penurunan kemiskinan dan kelaparan . Kebijakan Penanggulangan
kelaparan dan kemiskinan ditujukan untuk mengatasi kerawanan pangan
dan gizi masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah berkurangnya
jumlah penduduk yang kelaparan, kemiskinan dan penanggulangan gizi
kuran maupun giizi buruk

Pemantapan ketersediaan Pangan . Kebijakan Pemantapan
ketersedian pangan ini ditujukan untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas pangan nabati dan hewani sesuai dengan potensi daerah
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masing-masing menunuju kemandirian pangan di Jawa Timur. Sasaran
yang hendak dicapai adalah tersedianya pangan yang beranekaragam
dan bermutu di tingkat rumah tangga, serta peningkatan pendapatan
petani.

Pelestararian sumberdaya lahan dan air . Kebijakan ini ditumpuh
untuk pengelolaan sumberdaya yang baik sehingga memiliki dimensi
keberlanjutan (sustainable). Salah satu upaya untuk mencapainya
adalah dengan melakukan penataan wilayah pertanian dengan mencegah
bergesernya sumberdaya lahan pertanian ke kegiatan non-pertanian.
Disamping itu mengingat kondisi sumber air di Jawa Timur kondisinya
memprihatinkan usaha-usaha pelestarian sumberdaya air harus segera
dilakukan secara ber bertahap dan berkelanjutan

Peningkatan akses petani terhadap permodalan dan s arana
produksi . Hal ini dikarenakan petani di Jawa Timar umumnya dalam
skala yang sempit sehingga untuk melindungi petani dan sekaligus
meningkatkan pendapatan .

Pemantapan Kelembagaan Pangan. Sejalan dengan keluarnya peraturan
PP No 3 tahun 2007 dan PP No 38 tahun 2007 sehingga secara tegas
bahwa Ketahanan pangan menjadi urusan wajib bagi pemerintah
propinsi, kabupaten/kota. Konsekuensi dari keadaan ini menuntut adanya
pemantapan kelembagaan pangan dalam rangka untuk melakukan
upaya standard pelayanan minimal.

Pengembangan Infrastruktur pertanian dan pedesaan . Infrastruktur
pertanian dan pedesaan di Jawa Timur walaupun cukup memadai namun
perla terus dikembangkan. Usaha peningkatan infrastrtur ini perla
dilakukan  melalui pembangunan bersifat padat karya guna
meningkatkan akses pangan

Pengembangan cadangan pangan . Kebijakan ini dapat dilakukan
dengan memberdayakan kelembagaan masyarakat seperti melalui
lembaga pembeli gabah (LPG) dan lembaga usaha ekonomi pedesaan ,
lumbung , dan pengembangan cadangan gan hidup (pekarangan, lahan
desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan

Pengembangan dan Penganekaragaman Sumber Pangan Lok al

Menuju Gizi Seimbang. Kebijakan ini diarahkan untuk : a). mendorong
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diversikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan local, b).
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makanan beragam,
bergisi, berimbang dan aman sejak anak usia dini, c). mendorong
pengembangan teknologi pengolahan, terutama pangan lokal non besar,
guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial

Keamanan Pangan . Kebijakan ini ditujukan untuk antisipasi masalah
keamanan pangan yang sampai saat ini masih cukup serius, yang
ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan
segar maupun olahan di sisi lain masih cukup banyak digunakan bahan
tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental,
pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan
Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian
keamanan pangan harus dilakukan

Pengembangan Agroindustri dan bisnis pangan . Kebijakan ini
ditempuh untuk tujuan pengembangan industrialisasi pedesaaan serta
untuk mengantisipasi semakin membanjirnya pangan olahan impor, serta
ditujukan untuk mempercepat proses diversifikasi pangan .

Stabilisasi harga, Distribusi dan Pemasaran Pangan. Kebijakan ini
ditujukan untuk : a). mendorong terwujudnya system distribusi pangan
yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga
pangan pada tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat, b).
meningkiatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang
mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan, ¢). mendorong
peran serta kelembagaan masyarakat dan meningkatkan kelancaran
distribusi, kestabilan harga dan akses pangan

Sistem informasi kerawanan Pangan . Kebijakan ini ditujukan untuk
pengembangan sistem informasi pangan berbasiskan  teknologi
informasi untuk tujuan diteksi dini  untuk antisipasi. Sistem informasi
yang perlu dikembangkan adalah : pengembangan sistem informasi
ketersediaan dan kebutuhan pangan (neraca pangan), sistem informasi

kerawanan pangan, dan sistem informasi distribusi dan pasar
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KEBIJAKAN OPERASIONAL | KETAHANAN PANGAN JAWA  TIMUR

Rencana Aksi Ketahanan Pangan

Rencana aksi ketahanan pangan periode 2007 — 2009 adalah suatu

panduan pelaksanaan kebijakan operasional ketahanan pangan. Rencana aksi

ini juga difungsikan sebagai bahan evaluasi atas capaian pembangunan

ketahanan pangan di Jawa Timur.

1. Penurunan tingkat kelaparan & kemiskinan

10.

Memantapkan penanganan kemiskinan melalui Gerakan Terpadu
Pengentasan Kemiskinan (GERDUTASKIN)

Percepatan industrialisasi pedesaan

Pengembangan infratruktur ekonomi di pedesaan berbasiskan padat
karya

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin
Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi keluarga miskin
Peningkatan  dalam fasilitasi pengembangan UMKM bagi keluarga
miskin

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi keluarga miskin
Pengembangan kelompok usaha ekonomi bersasiskan keluarga miskin
Revitalisasi kelembagaan pedesaan (Posyandu, PKK, dll) untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan gizi
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak BALITA gizi buruk dan

gizi kurang

2. Program Pemantapan Ketersediaan Pangan

1.
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Perwilayahan komoditas pangan (sampai level desa)
Perluasan areal tanam

Peningkatan produktivitas

Penyebar luasan teknologi spesifik lokasi
Peningkatan produksi populasi ternak

Peningktan produksi perikanan
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Mengembangkan produksi pangan lokal

Pengembangan sistem pertanian tanaman sela (kehutanan dan
perkebunan)

Pengembangan dan penyediaan benih unggul berlabel dan jasa alsintan

Pengembangan sistem usahatani melalui pola primatani dan kemitraan

3. Program Pelestararian sumberdaya lahan dan air

© N o 00 b~ wbdh e

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian

Sertifikasi lahan petani

Konservasi sumberdaya lahan dan air pada daerah aliran sungai (DAS)
Rehabilitasi sumberdaya lahan dan air pada daerah aliran sungai (DAS)
Pengembangan sistem pertanian Agroforestry pada daerah aliran sungai
Pengembangan sistem pertanian organik

Pembinaan kelompot pemakai Air

Perbaikan penataan penggunaan air untuk pertanian. Pemukiman dan
industri

Pembentukan sistem informasi bencana alam dalam rangka early warning
system (EWS)

4. Program Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi dan modal

1.
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Pengembangan dan penyediaan UPJA ( Unit pelayanan jasa alsintan
Peningkatan pelayanan dan pengawasan pengadaan sarana produksi
Penggalakan penggunaan pupuk organik

Peningkatan kelembagaan Layanan sarana produksi

Pengawasan distribusi sarana produksi

Pengawasan mutu sarana produksi

Pengembangan sistem kredit yang mudah diakses petani

5. Program Kelembagaan Pangan

1.
2.
3.

Revitalisasi kelompok tani sesuai kondisi daerah
Pemantapan kelembagaan struktural penyuluhan
Peningkatan peran Litbang pertanian, perguruan tinggi dalam transfer

teknologi dan pembinaan kepada petani
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Pengembangan dan perluasaan pola kemitraan petani

Pemantapan institusi ketahanan pangan (DKP dan BKP)

Fasilitasi program/kegiatan, Monitoring dan evaluasi DKP kabupaten/kota
Fasilitasi dalam pembuatan langkah operasional ketahanan pangan
kabupaten/kota

Peningkatan kualitas SDM skretariat DKP kabupaten/kota

Sosialisasi dan advokasi pada DPR kab/kota

6. Pengembangan Infrastruktur pertanian dan pedesaan

1. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur perdesaan

2

— Infrastruktur dasar: jalan, listrik, air bersih, komunikasi
— Infrastruktur ekonomi: jalan usaha tani, pasar desa, fasilitas
penampungan produksi

Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, drainase dan waduk

7. Program Cadangan pangan

1.
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Pengembangan sistem Pencadangan pangan daerah untuk
mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan
Pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan. DIl)

Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat

Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LUEP

Pengembangan cadangan pangan hidup di masyarakat melalui

pemanfaatan lahan pekarangan

8. Program Pengembangan dan Penganekaragaman Sumber Pangan Lokal

Menuju Gizi Seimbang

1.

Pemberdayaan agroindustri skala rumah tangga untuk produksi pangan
pokok karbohidrat non-beras, non-terigu dan sumber protein hewani,
serta sayur dan buah

Pengembangan makanan tradisional berbasis sumberdaya lokal
Peningkatan peran kelembagaan lokal dan masyarakat pedesaan dalam
penyuluhan diversifikasi pangan dan gizi

Kampanye promosi pangan beragam dan bergizi seimbang
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Pemberian muatan materi pangan dan gizi pada pendidikan formal dan
non formal

Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal

Pengembangan pangan lokal sesuai dengan budaya setempat
Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat berbasis
sumber daya lokal

Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) yang tepat
berbasis sumber daya lokal

Revitalisasi kelompok penyuluhan gizi pada masyarakat

Sosialisasi Gerakan Makanan Beragam, dan gizi seimbang masyarakat
yang dimulai sejak usia dini

Penggalakan Gerakan Makan lkan, Daging, Telur dan Minum Susu
dalam rangka pencapaian tingkat konsumsi protein

Peningkatan koordinasi antar institusi dalam penanganan masalah
keamanan pangan pada sistem produksi, distribusi sampai tingkat
konsumen.

Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) pelaku usaha melalui
penyuluhan, pelatihan, yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi
terkait.

Pengawasan dan monitoring pangan oleh instansi terkait

9. Program Keamanan Pangan

1.
2.
3.

Pengaturan distribusi bahan kimia berbahaya

Penertiban perijinan distributor dan pengecer bahan kimia berbahaya
Peningkatan pengawasan peredaran bahan kimia berbahaya yang
disalahgunakan untuk pangan

Pengawasan dan pembinaan terhadap UMKM Pangan

Penyuluhan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap
keamanan pangan

Regulasi Keamanan Pangan di Daerah

10. Pengembangan Agroindustri dan bisnis pangan

1.

Pengembangan bisnis pangan
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Penemuan dan penyediaan paket-paket teknologi agroindustri skala
pedesaan

Penyuluhan, pembinaan dan Pengembangan agroindustri pedesaan

11. Program Stabilisasi harga, Distribusi dan Pemasaran Pangan

12.

1.
2.
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10.

11.

Peningkatan dana talangan pemerintah untuk stabilisasi harga pangan
Peningkatan  peranan LPG (lembaga pembeli gabah) dan LUEP
(lembaga usaha ekonomi pedesaan)

Pengembangan sistem tunda jual

Pencegahan impor illegal

Pengembangan Infrastruktur pemasaran (jalan, jembatan dan Pasar)
Pembinaan Standard kualitas

Peningkatan dan pengembangan Sarana dan prasarana Pasca panen
Pengembangan Jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar
daerah

Pengembangan Sistem informasi pasar

Pengembangan  pemasaran  berkelompok pada petani dan
pengembangan pola kemitraan kelompok tani dengan Koperasi Pegawai
negeri/swasta, TNI, Polri atau badan lainnya

Pengembangan informasi dan data konsumsi, stok, dan parameter-

parameter kehilangan pasca panen

Sistem informasi kerawanan Pangan

© o~ N

Pengembangan aplikasi Tl sistem infomasi pangan

Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Pengembangan system informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan
Pengembangan peta kerawanan pangan sampai tingkat desa
Pengembangan sistem informasi bencana alam (kekeringan dan banijir)

Pengembangan sistem informasi gizi kurang dan gizi buruk pada balita
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terjangkau. Upaya peningkatan distribusi  pangan tersebut ditempuh

melalui kegiatan-kegiatan :

1. Stabilisasi harga oleh pemerintah melalui harga pembelian pemerintah
untuk komoditas pangan strategis

2. Peningkatan dana talangan pemerintah dalam pembelian produksi petani
melalui koperasi/kelompok tani

3. Pengembangan jaringan informasi pasar dan distribusi antar dan keluar

daerah

Peningkatan infrastruktur (sarana dan prasarana ) distribusi di pedesaan

Pembinaan standard kualitas dan keamanan pangan

Pengembangan sistem tunda jual

N o g b~

Pengembangan pemasaran berkelompok pada petani dan pengembangan
pola kemitraan kelompok tani dengan Koperasi Pegawai negeri/swasta, TNI,
Polri atau badan lainnya

8. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen

w

. Diversifikasi Konsumsi Pangan
Diversifikasi konsumsi ditujukan  untuk meningkatkan pola pangan

masyarakat melalui konsumsi pangan yang beragam dan gizi seimbang serta
aman, sesuai dengan kondisi dan situasi daerah, dengan mengutamakan sumber
pangan lokal untuk mencegah ketergantungan terhadap satu jenis pangan
tertentu. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatknya gizi masyarakat
sesuai dengan Pola pangan Harapan (PPH). Upaya aksi ini ditempuh melalui
kegiatan-kegiatan :

1. Pemberdayaan agroindustri skala rumah tangga untuk produksi pangan
pokok non-beras, non-terigu dan sumber protein hewani, serta sayur dan
buah
Pengembangan makanan tradisional
Peningkatan peran kelembagaan lokal dan masyarakat pedesaan dalam
penyuluhan diversifikasi pangan dan gizi

4. Sosialisasi Gerakan Makanan Beragam, dan gizi seimbang masyarakat yang

dimulai sejak usia dini
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5. Penggalakan Gerakan Makan lkan, Daging, Telur dan Minum Susu dalam
rangka pencapaian tingkat konsumsi protein bagi masyarakat rawan gizi

6. Peningkatan koordinasi antar institusi dalam penanganan masalah keamanan
pangan pada sistem produksi, distribusi sampai tingkat konsumen.

7. Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) pelaku usaha melalui
penyuluhan, pelatihan, yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait.

8. Pengawasan dan monitoring pangan oleh instansi terkait

I

. Penanggulangan kelaparan dan kemiskinan

Penanggulangan kelaparan dan kemiskinan ditujukan untuk mengatasi
kerawanan pangan dan gizi masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah
berkurangnya jumlah  penduduk yang kelaparan, kemiskinan dan
penanggulangan gizi buruk. Upaya aksi penanggulangan kelaparan dan
kemiskinan ini ditempuh melalui kegiatan :

1. Reuvitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui teknologi
Informasi

2. Memantapkan penanganan kemiskinan melalui Gerakan Terpadu
Pengentasan Kemiskinan (GERDUTASKIN)

3. Percepatan industrialisasi pedesaan termasuk di dalam mendukung
pengembangan bioenergi

4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin
Revitalisasi kelembagaan pedesaan (Posyandu, PKK, dIl) untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan gizi

6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak BALITA gizi buruk dan gizi
kurang

7. Pencadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam
minimal 3 (tiga) bulan

8. Mengurangi tingkat kelaparan dan rawan pangan melalui Program Desa
Mandiri Pangan terutama bagi daerah rawan pangan.

9. Peningkatan pembinaan ekonomi mikro di masyarakat

10. Menggelar “BURSA KOMODITI PERTANIAN DAN OLAHAN" dalam rangka
peningkatan eksistensi dan daya saing produk pertanian.

11. Membentuk mekanisme dan tim penanganan kelaparan dan kemiskinan.
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6.2. Pencapaian Kemandirian Pangan di Jawa Timur

Tabel berikut menunjukkan ketersediaan pangan di jawa Timur tahun
2005 dan proyeksi tingkat kebutuhan pangan propinsi Jawa Timur dari tahun
2005 sampai tahun 2020 dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1.2 persen per
tahun. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan maka perlu dilakukan
upaya peningkatan kinerja pertanian tanaman pangan di Jawa Timur secara
terus-menerus dan berupaya menciptakan terobosan peningkatan teknologi yang
dapat meningkatkan produktifitas tanaman pangan di Jawa Timur.

Tabel 10. Proyeksi Kebutuhan Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey
Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2005 Departemen Pertanian

Kelompok/Jenis Keltpersediaan Proyeksi Kebutuhan Pangan (Ton Per Tahun)
Pangan angan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020

Beras 5,218,542 | 3,316,348 | 3,356,144 | 3,396,417 | 3,437,175 | 3,478,421 | 3,520,162 | 3,966,137
Jagung 3,773,498 253,193 256,231 259,306 262,567 265,567 268,754 302,803
Terigu 267,280 270,487 273,733 277,018 280,342 283,706 319,650
Ubi Kayu 2,809,177 643,919 651,646 659,465 667,379 675,387 683,492 770,085
Ubi Jalar 127,186 58,201 58,899 59,606 60,322 61,045 61,778 69,605
Daging 142,695 343,646 347,769 351,943 356,166 360,440 364,765 410,978
Telur 110,669 208,338 210,838 213,368 215,928 218,519 221,141 249,158
Susu 100,899 74,512 75,406 76,311 77,227 78,154 79,091 89,112
lkan 239,885 363,293 367,653 372,065 376,529 381,048 385,620 434,475
Kedelai 315,153 378,492 383,034 387,630 392,282 396,989 401,753 452,652
Kacang Tanah 203,933 40,407 40,892 41,383 41,879 42,382 42,890 48,324
Kacang Hijau 86,838 14,828 15,006 15,186 15,369 15,553 15,740 17,734
Sayur 1,797,189 | 1,818,759 | 1,840,580 | 1,862,667 | 1,885,019 | 1,907,640 | 2,149,322
Buah-buahan 949,752 961,149 372,683 984,355 996,167 | 1,008,121 | 1,135,842
Gula 363,293 367,653 372,065 376,529 381,048 385,620 434,475
Minyak dan

Lemak 274,323 277,615 280,947 284,318 287,730 291,183 328,073

Sumber : Badan ketahanan Pangan Jawa Timur, 2006

Berdasarkan kondisi di atas beberapa skenario ke depan dilakukan dalam
upaya mewujudkan kemandirian pangan Jawa Timur. Diantaranya adalah
dengan penyiapan sarana dan prasarana dari hulu sampai hilir. Dukungan
teknologi menjadi sangat penting, misalnya dalam teknologi penyediaan bibit/
benih unggul, perbaikan teknologi budidaya, peningkatan efektifitas teknologi
panen dan pasca panen sehingga menurunkan kehilangan hasil serta regulasi
yang kondusif dalam kegiatan produksi maupun pendistribusian hasil produksi

pertanian.
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VII. PENGELOLAAN KETAHANAN PANGAN

Pelaksanaan pembangunan sistem ketahanan pangan adalah tanggung
jawa bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat secara luas. Masing-
masing komponen yang terlibat dalam kegiatan pembangunan ketahanan
pangan memiliki peran aktif dalam pembangunan.

Pada intinya setiap komponen harus memiliki langkah yang sinergis
sehingga sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan ketahanan pangan
dapat dilaksanakan melalui proses perencanaan yang melibatkan instansi yang
bermacam-macam tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu pembangunan
ketahanan pangan. Pelaksanaan program pun membutuhkan partisipasi dari
semua pihak. Bahkan aspek makro dan global menjadi sangat mempengaruhi
kinerja sistem ketahanan pangan ini.

Sistem evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pembangunan
ketahanan pangan sangat diperlukan untuk mengetahui pada posisi mana Jawa
Timur berada berkenaan dengan aspek ketahanan pangannya. Dan juga
berkenaan dengan upaya melihat kinerja pembangunan sistem ketahanan
pangan yang telah dilaksanakan berdasarkan atas standart yang ditetapkan
dalam perencanaan. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana
pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan, atau dapat pula diketahui
sampai sejauh mana penyimpangan atas pembangunan ketahanan pangan telah

terjadi.

7.1. Peran Pemerintah propinsi

Peran pemerintah propinsi dalam pembangunan ketahanan pangan
adalah melaksanakan fungsi identifikasi, koordinasi, pembinaan dan
pengembangan sistem ketahanan pangan. Identifikasi dimaksudkan adalah
berkenaan dengan aspek identifikasi ketersediaan dan keberagaman pangan di
wilayah, kebutuhan pangan masyarakat, infrastruktur wilayah yang telah
disediakan dan efektifitas pemanfaatannya, juga berkenaan dengan identifikasi
regulasi-regulasi yang diperlukan atau bahkan harus dihilangkan untuk

memberikan iklim yang kondusif bagi pembangunan ketahanan pangan.
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Fungsi koordinasi dimaksudkan sebagai upaya pemerintah propinsi
untuk mengurangi dampak dari kelemahan atas aspek ketahanan pangan seperti
ketersediaan ataupun akses atau pengetahuan tentang konsumsi pangan yang
memenuhi kebutuhan akan gizi yang cukup. Ataupun memburuknya aspek
akses pangan, maka pemerintah propinsi dapat melakukan tindakan antisipatif
ataupun mekanisme kompensasi atas kejadian tersebut dalam jangka waktu
tertentu dan selanjutnya di tangani daerah kabupaten/ kota untuk
menindaklanjuti penanganan yang dilakukan propinsi.

Fungsi pembinaan adalah fungsi propinsi untuk memberikan informasi
atas produk yang sesuai dengan preferensi konsumen, memberikan arahan bagi
pengembangan ketahanan pangan dan pengawasan atas pelaksanaan
pembangunan ketahanan pangan di wilayah administratif di bawahnya. Kegiatan
pembinaan ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan skala ekonomi dalam
perdagangan ataupun nilai kompetitif atas barang atau produk yang dihasilkan.

Fungsi pengembangan yang diemban propinsi berkaitan dengan upaya
yang terus menerus dari waktu ke waktu dalam memperbaiki sistem ketahanan
pangan. Upaya berkelanjutan ini memang mutlak pelu dilakukan mengingat
desakan jumlah penduduk telah berimplikasi disatu sisi adalah kebutuhan
pangan yang terus meningkat sedangkan di sisi lain memerlukan pemukiman
untuk tempat tinggal sedangka properti atau kepemilikan lahan tidak mengalami

perubahan.

7.2. Peran Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pemerintah kabupaten / kota memiliki tugas atau fungsi yang serupa
dengan pemerintah propinsi baik itu identifikasi, pembinaan, dan juga
pengendalian. Kegiatan identifikasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah
daerah kabupaten./ kota lebih bersifat spesifik dan berdimensi jangka panjang
dengan lebih memperhatikan aspek teknis, sosial, dan ekonomi serta kultur yang
mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan.

Fungsi pengendalian adalah berkenaan dengan apabila terjadi masalah
kekurangan dalam ketersediaan, akses maupun dalam konsumsi. Pengendalian
ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berupaya memecahkan

permasalahan-permasalahan pembangunan ketahanan pangan di lokal wilayah.
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7.3. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam sistem ketahanan pangan.,
Masyarakat (petani-nelayan, pengusaha swasta, LSM, organisasi kemasyarakatn)
terlibat secara langsung pada setiap tahap produksi, pengolahan, distribusi
hingga pada keputusan untuk mengkonsumsi pangan. Dengan demikian,
masyarakat menjadi pemeran utama dalam setiap upaya untuk mewujudkan
ketahanan panagan. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah
melaksanakan peran fasilitasi dan pendukung, yang bekerja sama dengan

masyarakat dalam proses yang partisipatif.

7.4. Koordinasi dan Integrasi Kebijakan

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional bertumpu pada
sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan
produksi domestik, serta mengurangi ketergantungan pada pemasukan atau
impor pangan. Impor pangan hanya dilakukan pada keadaan memaksa misalnya
pada saat terjadi kekeringan dan/ atau bencana alam lainnya.

Peran aktif dan koordinasi yang sinergis bagi seluruh sektor dan bidang
dalam pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi,
pemerintah kabupaten/ kota, sampai pemerintah desa beserta masyarakat
merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara utuh.
Dengan kondisi demikian maka pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur
akan menghasilkan multiplier effect yang tinggi pada pembangunan ekonomi,
pelestarian sumberdaya dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi untuk efektif

dan efisiennya sistem ketahanan pangan.
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KEBIJAKAN OPERASIONAL
KETAHANAN PANGAN JAWA TIMUR
2007 - 2008
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